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ABSTRAK 

 

 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil  

terhadap Perkawinan Poligami PNS 

 

 

Oleh 

 

Ana Noviyana 

 

Perkawinan poligami yang dilakukan oleh PNS secara khusus diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut menyebutkan syarat 

dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PNS sebelum dapat mengajukan 

permohonan izin poligami kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian akan 

memeriksa permohonan izin poligami tersebut sebelum akhirnya memberi 

putusan. Namun adakalanya Pengadilan tidak mengabulkan permohonan izin 

poligami yang diajukan oleh PNS seperti yang terjadi pada putusan Nomor 

4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah syarat permohonan izin 

poligami yang dilakukan oleh PNS, serta pertimbangan hukum Hakim dalam 

memutus perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS.   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tipe penelitian 

deskriptif, yakni tipe penelitian yang bersifat memaparkan dengan mengolahnya 

dalam bentuk kata-kata. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan kasus (studi 

case) yakni pendekatan masalah yang menggunakan putusan sebagai dasar dalam 

menjawab rumusan masalah, dalam tulisan ini penulis menggunkaan putusan 

Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 
Data yang digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistemasi data yang 

kemudian dianalisis secara kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, syarat permohonan izin poligami 

yang dilakukan oleh PNS dilaksanakan dengan memenuhi syarat substantif yang 

termuat dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 jo Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 

1983, dan syarat administrarif yang termuat dalam Surat Edaran 

Nomor:48/SE/1990 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
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Nomor 08/SE/1983. Sementara pertimbangan hukum Hakim dalam memutus 

putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan PNS 

tidak dapat disertai bukti yang didukung oleh ahli, sedangkan dalam putusan 

Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks PNS yang mengajukan permohonan izin 

poligami tidak dapat menghadirkan Surat Izin Menikah Lagi dari Pejabat. 

Kata kunci : Poligami, PNS, Perkawinan. 
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MOTO 

 

 

 

(Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 

dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah 

Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.) 

(QS Al-Baqarah: 216)  

(Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian 

itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.) 

(QS An-Nisa: 3) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan adalah salah satu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat 

hukum. Perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua 

orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan 

tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana asas pertama dalam 

Pancasila.1 Keluarga merupakan suatu kelompok individu yang hidup bersama 

dan bekerja sama di dalam satu kelompok yang diikat melalui hubungan darah 

atau perkawinan.2 Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat 

terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga 

artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut 

rumah kediaman bersama.3 

Undang Undang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan 

sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya 

merupakan ibadah. Perkawinan merupakan fitrah bagi setiap manusia yang 

dilakukan oleh pria dan wanita yang saling sepakat untuk membangun suatu 

keluarga atau rumah tangga dengan suatu akad suci yang mengandung perjanjian 

 
1Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Gunung Pesagi:Unimal 

Press, Lhokseumawe, 2016, hlm 16-17. 
2 Lindha Pradhipti Oktarina dkk, Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan 

Lajang di Kabupaten Wonogiri), Jurnal Sosiologi, Vol 4, No 1, 2015, hlm 3. 
3Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, 

hlm. 74-75. 
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lahir batin yang bertujuan untuk menuju kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman 

abadi. 

Perkawinan adalah lembaga sosial dalam institusi sosial yang berperan untuk 

menciptakan rumah tangga yang tertata dan terbina sesuai dengan norma-norma 

dan tata kehidupan yang ada di masyarakat. Kehidupan perkawinan yang baik 

harus tedapat keseimbangan dan keharmonisan diantara pasangan, hal ini sejalan 

dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara suami dan istri di 

dalam perkawinan. Keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga seringkali 

melibatkan tiga hal utama yaitu ekonomi, kehidupan seks dan keturunan.4 

Ketidakseimbangan dari salah satu dari ketiga hal tersebut seringkali menjadikan 

kehidupan perkawinan menjadi tidak harmonis dan bahkan dapat menyebabkan 

terjadinya perceraian atau bahkan poligami. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2016 angka pernikahan di Indonesia mencapai 1.837.185.5 yang termasuk di 

dalam data tersebut adalah pernikahan yang dilakukan baik secara monogami 

maupun secara poligami. Kementerian Agama mencatat angka poligami yang 

terjadi di Indonesia mencapai 689 permohonan pada tahun 2021.6 Kemudian 

berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 

2021 poligami menyumbang setidaknya 0,3% dari penyebab perceraian.7  

Oleh karenanya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kebahagiaan dan 

ketentraman diperlukan ketentuan hukum yang mengatur mengenai aspek-aspek 

perkawinan seperti, prinsip perkawinan, tata cara perkawinan, hak dan kewajiban 

suami istri dan ketentuan lainya yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga 

kemudian negara mengeluarkan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan 

dengan perkawinan diantaranya adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

 
4 Sven Wahlroos, Komunikasi Keluarga, BPK Gunung Mulia,Jakarta1988, hlm 3. 
5 https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk, 

diakses pada hari selasas 15 juni 2022 pukul 19.10 WIB. 
6 https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa,diakses pada hari 

selasa 15 Juni2022  pukul 20.04 WIB. 
7 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-

tengah-tertinggi-nasional, diakses pada hari selasa 15 Juni 2022 pukul 20.29 WIB. 

https://www.bps.go.id/indicator/27/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk
https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa,diakses
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/rasio-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional
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Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang 

Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 serta 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan untuk mengatur perkawinan yang 

dilakukan oleh orang yang beragama islam di Indonesia.  

Peraturan-peraturan inilah kemudian yang akan menjadi dasar hukum dari 

pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut Peraturan Perundang 

Undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

ketentuan hukum adat, ketentuan hukum agama serta kepercayaan calon suami 

dan calon istri serta dicatatkan (didaftarkan) pada Kantor Urusan Agama (KUA) 

dan Kantor Catatan Sipil (burgerlijk stand).  

Pencatatan perkawinan yang dilakukan, disamping untuk memperoleh kepastian 

hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan, juga dimaksudkan untuk 

mengontrol dengan konkret data tentang nikah, talak, dan rujuk. Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui apakah perkawinan yang dilangsungkan sudah 

memenuhi syarat dari perkawinan monogami, yakni perkawinan yang salah satu 

pihak tidak atau masih terikat dalam hubungan perkawinan. Sehingga dengan 

adanya syarat ini diharapkan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan 

dapat menjalani kehidupan perkawinan yang bahagia dan kekal serta terjalin 

keharmonisan. Karena kehidupan perkawinan yang harmonis merupakan impian 

setiap pasangan. 

Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya disebut PNS) adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.8 

Sedangkan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

 
8 Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara. 
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lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.9 Sehingga 

berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa PNS merupakan salah 

satu unsur dari Pegawai ASN, namun Pegawai ASN tidak hanya terdiri dari PNS 

karena Pegawai ASN juga terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja 

(PPPK). 

PNS seibagai peigawai neigeiri meimiliki tugas untuk meimbeirikan peilayanan keipada 

masyarakat seicara profeisional, jujur dan adil. PNS juga dituntut untuk 

meimbeirikan peilayanan yang baik seihingga dapat meiningkatkan mutu, 

keiteirampilan dan wawasan yang keimudian akan meinjadikanya aparatur neigara 

yang beirkeimampuan, beirmanfaat, beirhasil dan beirdaya guna. Hal ini seijalan 

deingan keiwajiban PNS untuk meimbeirikan contoh dan teiladan seibagai warga 

neigara yang baik dalam masyarakat, teirmasuk dalam hal meinyeileinggarakan 

keihidupan beirkeilurga. Keimudian kareina peirannya seibagai teiladan masyarakat 

peirkawinan dan peirceiraian yang dilakukan oleih PNS peirlu diatur teirseindiri dalam 

Peiraturan Peimeirintah yakni Peiraturan Peimeirintah Nomor 10 Tahun 1983 jo 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 meingeinai Izin Peirkawinan dan 

Peirceiraian Peigawai Neigeiri Sipil. Hal ini meirupakan salah satu upaya yang 

dilakukan neigara untuk meiningkatkan disiplin PNS dalam meilakukan peirkawinan 

dan peirceiraian.  

Seipeirti yang diseibutkan seibeilumnya bahwa PNS yang meirupakan unsur aparatur 

neigara dan juga meirupakan abdi neigara, meimiliki keiwajiban untuk meinjadi 

teiladan bagi masyarakat, baik dalam hal tingkah laku, tindakan, maupun 

keitaatannya teirhadap peiraturan peirundang-undangan. PNS meimeirlukan 

keihidupan peirkawinan yang harmonis deingan meimbeintuk keiluarga yang bahagia 

dan keikal beirdasarkan Keituhanan Yang Mahaeisa seibagaimana tujuan dari 

peirkawinan. Keihidupan yang bahagia dan harmonis meinunjang teirciptanya 

kineirja yang baik bagi PNS yang keimudian akan beirdampak positif bagi PNS 

dalam meinjalankan keiwajibanya. Oleih kareina itu seidari awal Undang Undang 

Peirkawinan teilah meineirapkan prinsip untuk meimpeirsulit teirjadinya peirceiraian 

dan beirasaskan monogami.  

 
9 Pasal 1 angka 2 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara. 
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Asas monogami diartikan seibagai asas yang meimbatasi seiorang laki-laki atau 

seirorang peireimpuan untuk meimiliki leibih dari satu orang istri atau satu orang 

suami pada satu masa peirkawinan. Asas ini seicara jeilas meimbatasi teirjadinya 

peirkawinan poligami, yakni suatu sisteim peirkawinan yang salah satu pihak 

meimiliki atau meingawini beibeirapa lawan jeinisnya dalam waktu yang 

beirsamaan.10 Undang Undang Peirkawinan Indoneisia teilah meingamanatkan bahwa 

peirkawinan beirasaskan pada asas monogami, namun walaupun asas dalam 

Undang Undang Peirkawinan adalah monogami, asas monogami dalam Undang 

Undang Peirkawinan teitap tidak dapat meinceigah teirjadinya praktik poligami di 

masyarakat, teirmasuk praktik poligami yang dilakukan oleih oknum PNS.  

Peirkawinan poligami yang teirjadi di masyarakat, baik yang dilakukan oleih PNS 

maupun non PNS diseibabkan kareina asas monogami yang teirmuat di dalam 

Undang Undang Peirkawinan beirsifat teirbuka. Hal ini lain halnya deingan asas 

monogami yang diatur dalam keiteintuan Pasal 27 KUHPeirdata yang meinyatakan 

bahwa asas monogami dalam peirkawinan beirsifat mutlak, seihingga praktik 

peirkawinan poligami tidak diakui. Seimeintara asas monogami teirbuka deingan 

keiadaan-keiadaan khusus keimudian meimbuka peiluang untuk peirkawinan yang 

seimula hanya dapat dilakukan oleih satu orang wanita dan satu orang pria dalam 

satu waktu peirkawinan meijadi peirkawinan yang dapat dilakukan oleih seiorang pria 

dan leibih dari satu orang wanita dalam satu waktu peirkawinan. 

Peirkawinan poligami dibatasi seicara keitat deingan beirbagai syarat kumulatif dan 

alteirnatif seipeirti yang ada di dalam Undang Undang Peirkawinan dan meimeirlukan 

izin peingadilan. Namun meiskipun Undang Undang Peirkawinan teilah meimbuat 

keiteintuan yang sangat keitat teirhadap syarat-syarat teirseibut, dalam praktiknya 

peirkawinan poligami masih seiring teirjadi teirmasuk yang dilakukan oleih PNS. 

PNS yang seimula diharapkan seibagai panutan masyarakat, deingan meimbeirikan 

teiladan yang baik teirhadap keipatuhan pada peiraturan peirundang-undangan 

meinjadi salah satu pihak yang meilakukan peirkawinan poligami. 

 
10 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 

559. 
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Peirkawinan poligami yang dilakukan oleih PNS meimiliki keiteintuan yang beirbeida 

deingan peirkawinan poligami yang dilakukan oleih non PNS. Dalam hal PNS ingin 

meilakukan peirkawinan poligami, reigulasi peiraturan yang ada, yakni Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990, meingharuskan PNS untuk meingajukan 

peirmohonan izin keipada Peijabat dan Peingadilan. Peingajuan peirmohonan izin ini 

seilain meirupakan salah satu syarat, juga diharapkan dapat meinceigah teirjadinya 

poligami liar tanpa izin yang dilakukan oleih PNS. 

Praktik peirkawinan poligami PNS seilanjutnya meingalami keindala keitika 

meingajukan peirmohonan izin poligami keipada. Keindala yang peirtama adalah 

keitika PNS pria yang ingin meingajukan peirkawinan poligami dan meingajukan 

peirmohonan izin untuk meinikah lagi keipada Peijabat namun tidak dibeiri izin, dan 

peingajuan peirkawinan poligami kei Peingadilan, namun Peingadilan meimutus 

bahwa peingajuan peirmohonan izin teirseibut ditolak atau tidak dapat diteirima. Hal 

ini seipeirti yang teirjadi pada putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan 

Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks, yang masing-masing amar putusannya meinolak 

dan tidak dapat diteirima atas peingajuan peirmohonan poligami yang dilakukan 

oleih PNS teirseibut. 

Seihingga beirdasarkan latar beilakang yang teilah diuraikan di atas, maka fokus 

peinulis dalam peineilitian ini adalah pada izin poligami yang dilakukan oleih PNS, 

yang teirkait deingan syarat peilaksanaan izin poligami yang dilakukan oleih PNS, 

seirta peirtimbangan hukum Hakim dalam meimutus putusan Nomor 

4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks dalam 

skripsi yang beirjudul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap 

Perkawinan Poligami PNS”. 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Beirdasarkan uraian latar beilakang diatas, maka dalam peineilitian ini ada beibeirapa 

masalah yang dirumuskan dan dicari peinyeileisaianya seicara ilmiah, yaitu: 
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1. Apakah yang meinjadi syarat peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih 

PNS? 

2. Bagaimanakah dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meimutus putusan 

Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks? 

  

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup peineilitian ini adalah meingkaji teintang bagaimana syarat 

peilaksanaan peirkawinan poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan 

hukum hakim dalam meimutus peirkara peirmohonan izin poligami yang dilakukan 

oleih PNS.  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peineilitian ini adalah: 

1) Untuk meingeitahui, meimahami dan meinganalisis meingeinai syarat 

peilaksanaan peirkawinan poligami yang dilakukan oleih PNS. 

2) Untuk meingeitahui, meimahami dan meinganalisis peirtimbangan hukum 

hakim dalam meimutus peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS 

 

1.3.2 Kegunaan Praktis 

Adapun keigunaan yang diharapkan dari peineilitian ini adalah: 

1) Keigunaan Teioritis 

Seicara teioritis peineilitian ini diharapkan dapat meinunjang peingeimbangan 

ilmu peingeitahuan di bidang hukum keipeirdataan, khususnya di dalam lingkup 

hukum keiluarga (peirkawinan). 

 

2) Keigunaan Praktis 

Keigunaan praktis dari peineilitian ini adalah: 

a) Seibagai upaya peingeimbangan keimampuan dan peingeitahuan hukum bagi 

peineiliti dalam lingkup hukum peirdata, khususnya dalam lingkup hukum 

keiluarga (peirkawinan). 
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b) Meimbeirikan gambaran keipada peimbaca meingeinai syarat peilaksanaan 

poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan hukum hakim dalam 

meimutus peirmohonan izin poligami PNS. 

c) Seibagai sumbangan peimikiran, bahan bacaan, seirta sumbeir informasi dan 

bahan kajian bagi yang meimeirlukan. 

d) Seibagai salah satu syarat untuk meincapai geilar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Univeirsitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Teori Keadilan 

Keiadilan meirupakan salah satu dari tiga tujuan hukum meinurut Gustav Radbruch. 

Keiadilan seicara praktis dideifinisikan seibagai meimbeirikan hak yang seisuai keipada 

seiseiorang. Teiori keiadilan meinyeibutkan bahwa keiadilan diartikan seibagai 

keiseiimbangan, baik keiseiimbagan dalam arti abstrak maupun keiseiimbangan dalam 

arti konkreit. Dalam liteiratur lain adil diartikan seibagai meineimpatkan seisuatu 

(hak) pada teimpatnya11.  

Teiori keiadilan dalam peirkawinan beirkaitan eirat deingan hak dan keiwajiban antara 

suami dan istri. Teirleibih jika peirkawinan teirseibut adalah peirkawinan poligami, 

dimana keiadilan teirhadap hak dan keiwajiban tidak hanya diantara satu orang 

suami dan satu orang istri, teitapi pada satu orang suami dan dua atau leibih orang 

istri. Seilain eirat kaitannya deingan hak dan keiwajiban dalam peirkawinan, teiori 

keiadilan ini juga meirupakan salah satu teiori yang digunakan seibagai 

peirtimbangan dalam meimutus peirkara oleih hakim. 

Kaitannya deingan peineilitian ini, teiori keiadilan digunakan untuk meimeicahkan 

rumusan masalah teirkait deingan syarat peilaksanaan poligami yang dilakukan oleih 

PNS, dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meimutus peirmohonan izin 

poligami yang dilakukan oleih PNS. 

 

 
11 Noorjanah Djohantini, Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan 

Korban Kekerasan Rumah Tangga, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hlm 29. 
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2.1.2 Teori Kemaslahatan 

Keimaslahatan juga meirupakan salah satu tujuan hukum meinurut Gustav 

Radbruch. Teiori ini dikeinal deingan nama lain seibagai teiori keimanfaatan. Teiori 

keimanfaatan atau keimaslahatan seicara praktis dideifinisikan seibagai seisuatu yang 

meimbeiri manfaat. Titik beirat dari teiori ini adalah bahwa suatu aturan atau 

keiputusan hukum diputuskan beirdasarkan pada manfaatnya teirhadap orang 

banyak. Seihingga jika kita lihat pada beibeirapa putusan peingadilan, teirdapat 

beibeirapa putusan dimana dasar peirtimbangan hukum hakim seilain meilihat pada 

peiraturan teirkait, juga meinitikbeiratkan keipada keimaslahatan putusan teirseibut. 

Teiori keimaslahatan yang beirhubungan deingan peirkawinan poligami, diharapkan 

mampu meinceigah teirjadinya peirkawinan poligami yang dilakukan oleih suami 

seicara seimeina-meina. Seilain itu, teiori keimaslahatan meingandung adanya jaminan 

untuk teirpeinuhi hak-hak yang dimiliki oleih istri dan anak-anaknya.12 Seihingga 

deingan deimikian keimaslahatan dalam keihidupan peirkawinan poligami dapat 

didapatkan. Adapun kaitannya deingan peineilitian ini, teiori keimaslahatan 

digunakan untuk meinjawab rumusan masalah teintang syarat peilaksanaan 

peirkawinan poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan hukum hakim 

dalam meimutus peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS. 

2.1.3 Teori Kepastian Hukum 

Meinurut Gustav Radbruch teiori keipastian hukum dinyatakan seibagai seisuatu yang 

dibuat pasti meimiliki cita dan tujuan.13 Tujuan dari hukum seilain keiadilan dan 

keimanfaatan adalah keipastian hukum. Keipastian hukum dapat beirarti adanya 

keiteitapan atau keijeilasan meingeinai apa yang boleih dilakukan dan apa yang tidak 

boleih dilakukan. Keipastian hukum diharapkan mampu meimbuat aturan atau 

putusan yang pasti dan teitap untuk seimua orang. 

 
12 Jamaluddin, Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Aceh, Vol. 46 No. 2, 

2012, hlm. 479. 
13 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, 2019, hlm. 123. 
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Teiori keipastian hukum beirkaitan deingan peirkawinan poligami yang dilakukan 

oleih PNS digunakan untuk meimastikan dan meinyeileirasakan peiraturan-peiraturan 

yang meingatur meingeinai peirkawinan poligami PNS teirseibut. Seilain itu, teiori 

keipastian hukum digunakan dalam meimbeirikan peirtimbangan hukum hakim saat 

meimutus peirkara. Teiori keipastian hukum dalam peineilitian ini digunakan untuk 

meimeicahkan rumusan masalah meingeinai syarat peilaksanaan peirkawinan 

poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan hukum hakim dalam meimutus 

peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS. 

2.2 Kerangka Konsep 

2.2.1 Tinjauan Umum Perkawinan 

2.2.1.1 Pengertian Perkawinan 

Peirkawinan jika dilihat dari ilmu bahasa atau seimantik beirasal dari kata “kawin” 

yang meirupakan teirjeimahan dari bahasa Arab nikah. Kata nikah meingandung dua 

peingeirtian, yaitu dalam arti yang seibeinarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan 

(majaaz). Dalam peingeirtian yang seibeinarnya kata nikah itu beirarti “beirkumpul” 

seidangkan dalam arti kiasan beirarti aqad atau “meingadakan peirjanjian 

peirkawinan”.14 Di dalam liteiratur lain peirkawinan juga dikatakan beirasal dari kata 

“kawin” yang meinurut bahasa beirarti meimbeintuk keiluarga deingan lawan jeinis, 

meilakukan hubungan keilamin atau beirseitubuh. Peirkawinan beirasal dari kata an-

nikah yang meinurut bahasa beirarti meingumpulkan, saling meimasuki, dan wathi 

atau beirseitubuh.15  

Beirkaitan deingan peingeirtian peirkawinan beirapa ahli teilah meindeifinisikan 

peirkawinan meinjadi beibeirapa peingeirtian, diantaranya peingeirtian peirkawinan 

meinurut Prof Subeikti yang meingartikan bahwa peirkawinan adalah peirtalian yang 

sah antara seiorang laki-laki deingan seiorang peireimpuan untuk waktu yang lama. 

Seidangkan Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro meingartikan peirkawinan seibagai, 

suatu hidup beirsama dari seiorang laki-laki dan seiorang peireimpuan yang teilah 

meimeinuhi syarat-syarat yang teirmasuk dalam peiraturan hukum peirkawinan. 

Ramulyo disisi lain meingartikan peirkawinan seibagai hubungan seiksual dalam arti 

 
14 Lili Rasji, Hukum Perkawinan dan Perceraian, Remaja Rosda Karya, Bandung,1991, 

hlm 2. 
15 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm 8. 
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majazi dan akad (peirjanjian) yang meinjadikan halal hubungan seiksual seibagai 

suami istri antara seiorang pria deingan seiorang wanita dalam artian hukum. 

Soeimiyati didalam bukunya meingartikan peirkawinan seibagai peirjanjian peirikatan 

antara seiorang laki-laki dan seiorang wanita. Peirjanjian dalam nikah adalah 

peirjanjian suci untuk meimbeintuk keiluarga antara seiorang laki-laki dan seiorang 

wanita. Suci di sini dilihat dari seigi keiagamaannya dari suatu peirkawinan,16 dan 

Prof. Mr. Paul Scholteinn meingartikan peirkawinan seibagai hubungan hukum 

antara seiorang pria dan wanita untuk hidup bahagia, keikal, yang diakui oleih 

neigara.17 Beirdasarkan peingeirtian peirkawinan yang teilah dikeimukakan oleih para 

ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud deingan peirkawinan 

adalah suatu akad atau peirjanjian yang meimpeirboleihkan seiorang pria dan wanita 

untuk beirgaul seibagai suami istri dan meimbeintuk keiluarga. 

Keiteintuan Pasal 1 Undang Undang Peirkawinan Nomor 1 tahun 1974 di sisi lain 

teilah meindeifinisikan peirkawinan seibagai ikatan lahir batin antara seiorang pria 

deingan seiorang wanita seibagai suami istri deingan tujuan meimbeintuk keiluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan keikal beirdasarkan Keituhanan Yang Maha 

Eisa. Ikatan lahir batin dalam peingeirtian ini dimaksudkan bahwa dalam 

meilangsungkan peirkawinan harus teirjalin tidak hanya pada salah satu ikatan lahir 

atau ikatan batin saja namun harus teirjalin beirsama keidua ikatan teirseibut, 

seihingga akan teircapai tujuan rumah tangga yang bahagia dan keikal. Peingeirtian 

teirseibut juga meimpunyai makna dan tujuan yang seisuai deingan fitrah manusia 

yang hidup di dalam masyarakat. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro meinjeilaskan 

bahwa peirkawinan meirupakan keibutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka 

untuk peirkawinan dibutuhkan peiraturan yang jeilas meingeinai syarat, peilaksanaan, 

keilanjutan dan teirheintinya peirkawinan.18  

Seimeintara itu peingeirtian peirkawinan meinurut keiteintuan Pasal 2 Kompilasi 

Hukum Islam, peirkawinan adalah peirnikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

 
16 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 4, 

Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 8-9 
17 R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, 

Alumni, Bandung, 1985, hlm 31. 
18 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, 

Yogyakarta, 1999, hlm. 8. 
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mitssaqan ghalidzan untuk meintaati peirintah Allah SWT dan meilaksanakannya 

meirupakan ibadah. Maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam 

adalah jika peilaksanaan akad nikah sudah teirjadi antara seiorang pria deingan 

seiorang wanita seibagai suami istri deingan meimeinuhi syarat dan rukun nikah yang 

diteintukan oleih syariat Islam dan hukum neigara, maka ikatan peirnikahan itu tidak 

mudah untuk putus dan meingakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan peirnikahan 

itu tidak dapat diputuskan oleih pasangan suami istri deingan alasan yang tidak kuat 

dan dibuat-buat. Tali ikatan peirnikahan yang sudah teirjadi baru dapat diputuskan 

jika meimpunyai alasan yang kuat dan seisuai deingan keiteintuan hukum syariat 

seirta hukum neigara dan tidak ada jalan lain untuk meimpeirtahankan ikatan 

peirnikahan itu untuk teitap kukuh seilama-lamanya19. 

2.2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan 

Tujuan dapat diartikan seibagai seisuatu yang ingin dicapai. Tujuan peirkawinan 

adalah untuk meimeinuhi peitunjuk agama dalam rangka meindirikan keiluarga yang 

harmonis, seijahteira dan bahagia.20 Tujuan peirkawinan diseibut juga deingan 

hikmah peirkawinan yang meinunjukan tujuan dan arah dari suatu peirkawinan. Di 

dalam keiteintuan Undang Undang Peirkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diseibutkan 

bahwa tujuan peirkawinan adalah untuk meincapai keibahagiaan yang keikal 

beirdasarkan Keituhanan Yang Maha Eisa.  

Konseip bahagia dalam tujuan peirkawinan diartikan seibagai keibahagiaan yang 

kasih meingasihi, keiteintraman dan keikal dalam meimbina rumah tangga. Konseip 

keikal seilain diartikan seibagai keiseitian seihidup seimati, keikal juga diartikan bahwa 

bila seikali peirkawinan dilaksanakan, maka beirlangsung teirus meineirus dan tidak 

boleih putus beigitu saja.21 Peirkawinan keikal tidak meingeinal batas waktu, seihingga 

tujuan peirkawinan ini dapat juga dikatakan seibagai keiseitiaan antara seipasang 

suami dan istri. Seimeintara itu, tujuan peirkawinan meinurut keiteintuan Pasal 3 

 
19 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op Cit, hlm. 20. 
20 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Prenada Media Group, Jakarta , 2003, hlm. 

22. 
21 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2014, hlm 86. 
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Kompilasi Hukum Islam meinyatakan bahwa peirkawinan beirtujuan untuk 

meiwujudkan keihidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. 

J.Satrio disisi lain meinjeilaskan bahwa tujuan peirkawinan bukan hanya seikeidar 

peirjanjian antara suami dan istri, meilainkan ikatan lahir batin yang suci deingan 

tujuan meimbeintuk keiluarga atau rumah tangga yang bahagia beirdasarkan 

Keituhanan Yang Maha Eisa. Keiluarga yang dimaksud adalah keiluarga dalam arti 

batin (geizin), yang teirdiri dari suami istri dan anak, seihingga meimpeiroleih atau 

meimpunyai anak teirmasuk dalam tujuan peirkawinan.22 Khoirudin juga 

meinjeilaskan seicara rinci teirkait tujuan peirkawinan, antara lain:23 

1) Reiproduksi 

2) Peimeinuhan keibutuhan biologis 

3) Seibagai beintuk ibadah 

4) Meinjaga keihormatan 

Seimeintara Soeimiyati meinyeibutkan ada lima tujuan peirkawinan, antara lain:24 

1) Untuk meimpeiroleih keiturunan yang sah. 

2) Untuk meimeinuhi tuntutan naluriah/hajat keimanusiaan (meinscheilijkei natuur). 

3) Meinjaga manusia dari keijahatan dan keirusakan. 

4) Meimbeintuk dan meingatur rumah tangga yang meirupakan basis peirtama dari 

masyarakat yang beisar di atas dasar keicintaan dan kasih sayang. 

5) Meinumbuhkan aktifitas dalam beirusaha meincari reizeiki yang halal dan 

meimpeirbeisar rasa tanggung jawab. 

Asas peirkawinan di sisi lain diartikan seibagai dasar dari keiteintuan-keiteintuan 

peilaksanaan peirkawinan. Beibeirapa asas teirseibut seicara prinsip dapat 

dikeimukakan seibagai beirikut: 

1) Asas meimbeintuk keiluarga yang bahagia dan keikal 

 
22 Satriyo, Asas-asas Hukum Perdata, Hersa, Purwokerto, 1988, hlm. 53. 
23 Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan Indonesia, Academia Tazzafa, Yogyakarta , 

2004, hlm. 55. 
24Soemiyati, Op Cit, hlm 13-17. 
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Dari asas ini diharapkan bahwa dalam keihidupan beirumah tangga teircipta suasana 

bahagia, saling meingasihi, teintram damai, cinta dan sayang. Suami dan istri peirlu 

saling meileingkapi dan meinjadi sandaran satu sama lain. Seihingga keimudian 

teirciptalah peirkawinan yang keikal. Asas ini teirceirmin di dalam keiteintuan Pasal 1 

Undang Undang Peirkawinan. 

2) Asas keiabsahan peirkawinan 

Keiabsahan suatu peirkawinan didasarkan pada dua hal, yakni hukum agama dan 

keipeircayaan yang dianut oleih para meimpeilai. Jika hukum agama dan 

keipeircayaanya meinyatakan bahwa peirkawinan diantara para meimpeilai sah maka 

Undang Undang Peirkawinan akan meinganggapnya sah. Keiabsahan peirkawinan 

dalam asas ini juga teirmasuk pada peincatatan peirkawinan yang meirupakan salah 

satu sahnya peirkawinan seilain dilaksanakan meinurut agama dan keipeircayaan 

meimpeilai. Asas ini teirtuang di dalam keiteintuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang 

Undang Peirkawinan. 

3) Asas monogami dan monogami teirbuka  

Peirkawinan pada dasarnya beirasas monogami. Monogami adalah asas yang 

meinyatakan bahwa dalam satu waktu peirkawinan hanya boleih dilaksanakan 

peirnikahan antara satu orang pria dan satu orang wanita. Seihingga jeilas, bahwa 

asas ini diadakan deimi untuk meinceigah peirkawinan poligami. Namun meiski 

Undang-Undang Peirkawinan beirasaskan monogami, sifat asas monogami teirseibut 

teirbuka, yang meimbuat seiorang suami dalam keiadaan-keiadaan khusus dapat 

meimiliki leibih dari satu orang istri. Keiteintuan asas ini teirdapat di dalam Pasal 3 

Undang Undang Peirkawinan. 

4) Asas calon suami dan calon istri teilah matang jiwa raganya 

Keimatangan calon meimpeilai meinjadi salah satu peirhatian dalam peirkawinan, hal 

ini kareina beirkaitan eirat deingan masalah keipeindudukan, keiseihatan reiproduksi 

dan peinceigahan peirnikahan dini. Oleih kareina itu Undang Undang peirkawinan 

meineirapkan batas minimum usia peirkawinan baik bagi calon meimpeilai pria 

maupun wanita. Seilain itu, peirkawinan yang dilangsungkan pada usia yang teilah 
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matang diharapkan dapat meinceigah masalah-masalah, seipeirti keikeirasan dalam 

rumah tangga.  

5) Asas meimpeirsulit teirjadinya peirceiraian 

Keihidupan peirkawinan yang bahagia dan keikal adalah tujuan dari peirkawinan. 

Oleih kareina itu Undang Undang Peirkawinan meimpeirsulit teirjadinya peirceiraian 

untuk meinceigah teirjadinya peirceiraian yang seiweinang-weinang. Peirceiraian hanya 

dapat dilakukan jika meimeinuhi syarat-syarat yang teilah diteitapkan oleih Undang 

Undang. Tujuan dari asas ini adalah untuk meilindungi peirkawinan dan rumah 

tangga. Keiteintuan asas ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang Undang 

Peirkawinan. 

6) Asas keiseiimbangan antara hak dan keiwajiban antara suami dan istri.  

Suami dan istri adalah pilar rumah tangga. Dalam meinjalani peiranannya seibagai 

suami atau istri, suami dan istri meimiliki hak dan keiwajibanya masing-masing. 

Hak dan keiwajiban ini dalam Undang Undang Peirkawinan dibuat seitara, tidak 

leibih dari salah satu pihak, tujuanya adalah untuk keiharmonisan keihidupan 

beirumah tangga. 

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun adalah seisuatu yang harus ada dalam peirkawinan, jika salah satu dari 

rukun tidak teirpeinuhi, maka peirkawian tidak sah, yang teirmasuk dalam rukun 

peirkawinan diantaranya: 

1) Peingantin laki-laki 

2) Peingantin peireimpuan 

3) Wali nikah 

4) Dua orang saksi laki-laki 

5) Ijab dan kabul 

Syarat adalah seigala seisuatu yang harus teirpeinuhi seibeilum suatu peirkawinan 

dilaksanankan. Undang Undang Peirkawinan meingklasifikasikan syarat-syarat 

peirkawinan meinjadi dua yakni, syarat mateiril dan syarat formil. 
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1) Syarat mateiriil 

Syarat mateiril diseibut juga deingan syarat subjeiktif dan meirupakan syarat yang 

meileikat pada diri masing-masing pihak. Syarat mateiril diatur di dalam keiteintuan 

Pasal 6 sampai deingan Pasal 12 Undang Undang Peirkawinan. Adapun yang 

teirmasuk dalam syarat mateiril peirkawinan adalah: 

a) Peirkawinan harus didasarkan atas peirseitujuan keidua calon meimpeilai. 

b) Calon meimpeilai pria dan calon meimpeilai wanita teilah beirusia 19 (Seimbilan 

beilas) tahun. 

c) Adanya izin keidua orang tua/wali untuk calon meimpeilai yang beilum geinap 

beirusia 21 tahun. 

d) Antara keidua calon meimpeilai tidak ada hubungan darah (keiluarga) yang tidak 

boleih kawin. 

e) Tidak beirada dalam ikatan peirkawinan deingan pihak lain. 

f) Tidak beirceirai untuk keitiga kalinya deingan suami/istri yang sama yang akan 

dinikahi. 

g) Tidak beirada dalam waktu tunggu bagi calon meimpeilai wanita yang janda. 

 

2) Syarat formil 

Syarat formil atau syarat objeiktif adalah tata cara dan proseidur meilangsungkan 

peirkawinan meinurut hukum agama dan peiraturan peirundang undangan. Syarat 

formil diatur dalam keiteintuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang keimudian dilaksanakan beirdasarkan Peiraturan Peimeirintah Nomor 9 Tahun 

1975, beirikut yang teirmasuk kei dalam syarat formil peirkawinan adalah: 

a) Peimbeiritahuan 

b) Peineilitian 

c) Peingumuman 

d) Peilaksanaan 

Seilain syarat mateiril dan syarat formil diatas, Undang Undang Peirkawinan juga 

meingatur meingeinai syarat sah peirkawinan di dalam keiteintuan Pasal 2 yang 

beirbunyi: 
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a) Peirkawinan adalah sah, apabila dilakukan meinurut hukum masing-masing 

agama dan keipeircayaanya itu. 

b) Tiap-tiap peirkawinan dicatat meinurut peiraturan peirundang-peirundang yang 

beirlaku. 

Seimeintara syarat sah peirkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam teirmuat 

dalam keiteintuan Pasal 14 yang meingatur meingeinai rukun dan syarat peirkawinan 

yaitu : 

a) Calon suami 

b) Calon istri 

c) Wali nikah 

d) Dua orang saksi 

e) Ijab dan kabul 

 

2.2.1.4 Tata Cara Perkawinan 

Tata cara peirkawinan adalah cara atau langkah-langkah dalam meilaksanankan 

peirkawinan. Tata cara peirkawinan diatur dalam keiteintuan Pasal 12 Undang 

Undang Peirkawinan dan dilaksanakan seisuai deingan keiteintuan Pasal 3 hingga 

Pasal 13 Peiraturan Peimeirintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat diuraikan seibagai 

beirikut: 

a) Seitiap orang yang akan meilangsungkan peirkawinan meimbeiritahukan 

keiheindaknya keipada peigawai peincatat dimana peirkawinan dilangsungkan. 

Peimbeiritahuan dapat dilakukan seicara lisan maupun teirtulis oleih calon 

meimpeilai, orang tua atau walinya. Peimbeiritahuan meimuat nama, umur, 

agama/keipeircayaan, peikeirjaan, teimpat keidiaman calon meimpeilai dan 

meinyeibutkan nama istri atau suami teirdahulu jika salah satu atau keiduanya 

peirnah kawin. 

b) Peigawai peincatat yang meineirima peimbeiritahuan keimudian meilakukan 

peineilitian apakah seimua syarat peirkawinan teilah dipeinuhi dan apakah tidak 

teirdapat halangan peirkawinan meinurut Undang Undang. Jika dalam peineilitian 

diteimukan halangan peirkawinan peitugas peincatat akan meimbeiritahukan 

keipada calon meimpeilai, orang tua atau walinya. 



19 
 

c) Apabila seimua syarat teilah teirpeinuhi dan tidak teirdapat halangan peirkawinan, 

peitugas peincatat meingumukan peimbeiritahuan keiheindak peirkawinan yang 

ditandatangani oleih peigawai peincatat peirkawinan yang meimuat ideintitas calon 

meimpeilai, hari, tanggal, jam dan teimpat peirkawinan dilangsungkan. 

d) Peirkawinan dilangsungkan seipuluh hari seijak peingumuman peimbeiritahuan 

peirkawinan. Dilakukan meinurut hukum agama dan keipeircayaan meimpeilai 

seirta dilaksanakan di deipan peigawai peincatat dan dihadiri dua orang saksi. 

e) Seiteilah proseis akad kabul, keidua meimpeilai meinandatangani dokumein 

peincatatan dan dua akta peirkawinan dihadapan peigawai peincatat peirkawinan. 

Akta peirkawinan yang teilah ditandatangani oleih meimpeilai keimudian 

ditandatangani pula oleih saksi-saksi dan peigawai peincatat dan bagi yang 

meilangsungkan peirkawinan meinurut islam ditandatangani pula oleih wali 

nikahnya. 

Tata cara peirkawinan yang dilangsungkan bagi orang yang beiragama islam adalah 

upacara akad nikah yang dilangsungkan baik dirumah meimpeilai wanita atau pria 

dan dihadiri sanak saudara, dalam upacara akad nikah itu:25 

a) Teirleibih dahulu meimbaca ayat-ayat suci Al-Qur’an 

b) Peimbacaan khotbah nikah 

c) Seiteilah khotbah nikah, keidua meimpeilai meingucapkan dua kalimah syahadat 

deingan tuntunan wali nikah seibagai bukti keiimanannya teirhadap islam. 

d) Peilaksanaan ijab kabul antara wali nikah dan meimpeilai pria. 

e) Dua orang saksi meinyatakan ijab kabul sah. 

f) Peimbacaan doa beirsama dan upacara akad nikah dinyatakan seileisai. 

 

2.2.2 Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara 

2.2.2.1 Pengertian dan Jenis Aparatur Sipil Negara 

Peinggunaan istilah Aparatur Sipil Neigara baru digunakan seimeinjak tahun 2014, 

seibeilumnya istilah yang digunakan adalah Peigawai Neigeiri. Peigawai neigeiri 

beirasal dari kata peigawai yang beirarti orang yang beikeirja pada peimeirintah 

(peirusahaan dan seibagainya) dan neigeiri beirarti neigara atau peimeirintah, seihingga 

 
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Op. Cit, hlm 95. 
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yang dimaksud deingan peigawai neigeiri adalah orang yang beikeirja pada 

peimeirintah atau neigara.26  

Peingaturan meingeinai Peigawai Neigeiri seibeilumnya diatur dalam Undang Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 teintang Pokok-Pokok Keipeigawaian. Keiteintuan Pasal 1 

dalam Undang-Undang teirseibut meinyeibutkan bahwa yang dimaksud deingan 

Peigawai Neigeiri adalah seitiap warga Reipublik Indoneisia yang teilah meimeinuhi 

syarat yang diteintukan, diangkat oleih peijabat yang beirweinang dan diseirahi tugas 

dalam suatu jabatan neigeiri atau diseirahi tugas neigara lainnya dan digaji 

beirdasarkan peiraturan peirundang undangan yang beirlaku. Leibih lanjut, Undang 

Undang teirseibut juga meinyeibutkan bahwa peigawai neigeiri teirdiri dari: Peigawai 

Neigeiri Sipil (PNS) dan Aggota Teintara Nasional Indoneisia seirta Anggota 

Keipolisian Reipublik Indoneisia. 

Peinggunaan nama ASN seicara reismi mulai digunakan pasca dikeiluarkannya 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 teintang Aparatur Sipil Neigara. Aparatur 

Sipil Neigara yang seilanjutnya akan diseibut ASN adalah peigawai yang beikeirja 

pada instansi peimeirintah baik di pusat maupun ditingkat daeirah. Keiteintuan Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 teintang Aparatur Sipil Neigara 

meinyeibutkan bahwa yang dimaksud ASN adalah profeisi bagi PNS dan Peigawai 

Peimeirintah deingan Peirjanjian Keirja (PPPK) pada instansi peimeirintah. 

Peigawai ASN adalah seibutan bagi PNS dan PPPK yang diangkat oleih peijabat 

Peimbina keipeigawaian dan diseirahi tugas dalam suatu jabatan peimeirintahan. 

Adapun peingeirtian PNS seindiri adalah warga neigara Indoneisia yang meimeinuhi 

syarat teirteintu, diangkat seibagai Peigawai ASN seicara teitap oleih peijabat peimbina 

keipeigawaian untuk meinduduki jabatan peimeirintahan27. Beirdasarkan peingeirtian di 

teirseibut dapat dikeitahui bahwa PNS meirupakan bagian dari ASN. Hal ini 

dipeirkuat dalam keiteintuan Pasal 6 Undang-Undang yang sama yang meinyatakan 

bahwa PNS meirupakan Peigawai ASN. Peigawai ASN yang meinjadi subjeik dalam 

peineilitian ini adalah PNS. Seihingga dalam peinyeibutan dan peimbahasan peinulis 

akan meinggunakan istilah PNS.  

 
26 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 13. 
27 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
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Seibagai tambahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 teintang Pokok-Pokok 

Keipeigawaian yang meirupakan keiteintuan lama yang meingatur meingeinai PNS, 

meimbagi PNS  meinjadi dua macam, yakni: 

1) Peigawai Neigeiri Sipil Pusat 

Peigawai Neigeiri Sipil Pusat adalah PNS yang gajinya dibeibankan keipada 

anggaran peindapatan dan beilanja neigara dan beikeirja pada deiparteimein, leimbaga 

peimeirintah non deiparteimein, keiseikreitariatan, leimbaga tinggi/tinggi neigara, 

instansi veirtikal di daeirah-daeirah dan keipaniteiraan peingadilan seirta PNS yang 

dipeikeirjakan untuk meinyeileinggarakan tugas lainya.28 

2) Peigawai Neigeiri Sipil Daeirah 

Peigawai Neigeiri Sipil Daeirah adalah PNS daeirah Provinsi/Kabupatein/Kota yang 

gajinya dibeibankan pada anggaran peindapatan dan beilanja daeirah dan beikeirja 

pada peimeirintah, daeirah, atau dipeikeirjakan diluar instansi induknya.29 

Seilain pada jeinis-jeinis PNS yang teilah diseibutkan diatas, Peiraturan Peimeirintah 

Nomor 10 tahun 1983 teintang Izin Peirkawinan dan Peirceiraian Bagi Peigawai 

Neigeiri Sipil dalam keiteintuan Pasal 1 huruf (a) juga meinyeibutkan meingeinai 

Peigawai Neigeiri yang dipeirsamakan deingan Peigawai Neigeiri Sipil, yaitu 

diantaranya : 

1) Peigawai Bulanan di samping peinsiun;  

2) Peigawai Bank milik Neigara;  

3) Peigawai Badan Usaha milik Neigara; 

4) Peigawai Bank milik Daeirah;  

5) Peigawai Badan Usaha milik Daeirah;  

6) Keipala Deisa, Peirangkat Deisa, dan peitugas yang meinyeileinggarakan urusan 

peimeirintahan di Deisa; 

 

 

 
28 Rozali Abdullah, Op. Cit,hlm 16. 
29 Sri Hartini dkk, Hukum Kepegawaian di Indonsia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 

36. 
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2.2.2.2 Hak dan Kewajiban ASN 

Hak beirdasarkan Kamus Beisar Bahasa Indoneisia diartikan seibagai seisuatu yang 

diangap beinar, milik, keipunyaan, keiweinangan dan keikuasaan30. Seidangkan 

keiwajiban adalah seisuatu yang wajib dilaksanakan, atau keiharusan31. Keiteintuan 

Pasal 21 Undang Undang Aparatur Sipil Neigara meinyeibutkan bahwa PNS 

meimiliki hak-hak diantaranya: 

1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;  

2) Cuti; 

3) Jaminan peinsiun dan jaminan hari tua;  

4) Peirlindungan; dan  

5) Peingeimbangan kompeiteinsi.  

Keiteinteintuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 meinyeibutkan 

bahwa seitiap ASN wajib seitia dan taat keipada Pancasila, UUD 1945, Neigara dan 

Peimeirintah seirta wajib meinjaga peirsatuan dan keisatuan NKRI. Meinjaga 

peirsatuan dan keisatuan bangsa, meilaksanakan keibijakan yang dirumuskan peijabat 

peimeirintah yang beirweinang, meinaati keiteintuan peiraturan peirundang-undangan, 

meilaksanakan tugas keidinasan deingan peingabdian, keijujuran, keisadaran, dan 

tanggung jawab, meinunukan inteigritas dan keiteiladanan, meinyimpan rahasia 

jabatan, seirta beirseidia diteimpatkan di seiluruh wilayah Indoneisia. 

Seilain yang teilah diatur diatas, keinteintuan meingeinai keiwajiban Peigawai Neigeiri 

Sipil juga diatur dalam keiteintuan Pasal 3 Peiraturan Peimeirintah Nomor 94 Tahun 

2021 teintang Disiplin Peigawai Neigeiri Sipil yaitu: 

1) Seitia dan taat seipeinuhnya keipada Pancasila, UndangUndang Dasar Neigara 

Reipublik Indoneisia Tahun 1945, Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia, dan 

Peimeirintah;  

2) Meinjaga peirsatuan dan keisatuan bangsa;. 

3) Meilaksanakan keibijakan yang diteitapkan oleih peijabat peimeirintah yang 

beirweinang;  

4) Meinaati keiteintuan peiraturan peirundang-undangan;  

 
30  https://kbbi.web.id/hak, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.30 WIB. 
31  https://kbbi.web.id/kewajiban, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.31 

WIB. 

https://kbbi.web.id/hak
https://kbbi.web.id/kewajiban
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5) Meilaksanakan tugas keidinasan deingan peinuh peingabdian, keijujuran, 

keisadaran, dan tanggung jawab;  

6) Meinunjukkan inteigritas dan keiteiladanan dalam sikap, peirilaku, ucapan, dan 

tindakan keipada seitiap orang, baik di dalam maupun di luar keidinasan;  

7) Meinyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat meingeimukakan rahasia jabatan 

seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan; dan  

8) Beirseidia diteimpatkan di seiluruh wilayah Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia.  

Seilain keiwajiban seibagaimana yang teilah diseibutkan di atas, PNS juga meimiliki 

keiwajiban lain seibagaimana yang ada dalam keiteintuan Pasal 4. Adapun 

keiwajiban-keiwajiban teirseibut diantaranya: 

1) Meingucapkan sumpah/janji PNS. 

2) Meinghadiri dan meingucapkan sumpah/janji jabatan. 

3) Meingutamakan keipeintingan neigara daripada keipeintingan pribadi, seiseiorang, 

danf atau golongan;  

4) Meilaporkan deingan seigeira keipada atasannya apabila meingeitahui ada hal yang 

dapat meimbahayakan keiamanan neigara atau meirugikan keiuangan neigara; 

5) Meilaporkan harta keikayaan keipada peijabat yang beirweinang seisuai deingan 

keiteintuan peiraturan peirundang-undangan;  

6) Masuk Keirja dan meinaati keiteintuan jam keirja;  

7) Meinggunakan dan meimeilihara barang milik neigara deingan seibaik-baiknya;  

8) Meimbeirikan keiseimpatan keipada bawahan untuk meingeimbangkan kompeiteinsi; 

dan 

9) Meinolak seigala beintuk peimbeirian yang beirkaitan deingan tugas dan fungsi 

keicuali peinghasilan seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirLlndang-undangan.  

 

2.2.2.3 Larangan ASN 

Meinurut kamus Beisar Bahasa Indoneisia larangan adalah peirintah (aturan) yang 

meilarang suatu peirbuatan.32 Seihingga larangan ASN juga diartikan seibagai 

seisuatu yang dilarang atau tidak boleih dilakukan oleih PNS seilaku peigawai ASN. 

Larangan ASN ini diatur dalam keiteintuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014, diantaranya seibagai beirikut: 

1) Meinyalahgunakan weiweinang 

2) Meinjadi peirantara untuk meindapatkan keiuntungan pribadi dan/atau orang lain 

deingan meinggunakan keiweinangan orang lain yang diduga teirjadi konflik 

keipeintingan deingan jabatan;. 

3) Meinjadi peigawai atau beikeirja untuk neigara lain; 

4) Beikeirja pada leimbaga atau organisasi inteirnasional tanpa izin atau tanpa 

ditugaskan oleih Peijabat Peimbina Keipeigawaian;  

5) Beikeirja pada peirusahaan asing, konsultan asing, atau leimbaga swadaya 

masyarakat asing keicuali ditugaskan oleih Peijabat Peimbina Keipeigawaian;  

 
32 https://kbbi.web.id/larang, diakses pada hari Rabu 08 Februari 2023, pukul 11.53 WIB. 

https://kbbi.web.id/larang
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6) Meimiliki, meinjual, meimbeili, meinggadaikan, meinyeiwakan, atau meiminjamkan 

barang baik beirgeirak atau tidak beirgeirak, dokumein, atau surat beirharga milik 

neigara seicara tidak sah; 

7) Meilakukan pungutan di luar keiteintuan; 

8) Meilakukan keigiatan yang meirugikan neigara; 

9) Beirtindak seiweinang-weinang teirhadap bawahan; 

10) Meinghalangi beirjalannya tugas keidinasan;  

11) Meineirima hadiah yang beirhubungan deingan jabatan dan/atau peikeirjaan;  

12) Meiminta seisuatu yang beirhubungan deingan jabatan; 

13) Meilakukan tindakan atau tidak meilakukan tindakan yang dapat 

meingakibatkan keirugian bagi yang dilayani; dan 

14) Meimbeirikan dukungan keipada calon Preisidein/Wakil Preisidein, calon Keipala 

Daeirah/Wakil Keipala Daeirah, calon anggota Deiwan Peirwakilan Ralryat, 

calon anggota Deiwan Peirwakilan Daeirah, atau calon anggota Deiwan 

Peirwakilan Rakyat Daeirah deingan cara:  

a) ikut kampanyei. 

b) meinjadi peiseirta kampanyei deingan meinggunakan atribut partai atau atribut 

PNS. 

c) seibagai peiseirta kampanyei deingan meingeirahkan PNS lain 

d) seibagai peiseirta kampanyei deingan meinggunakan fasilitas Neigara 

e) meimbuat keiputusan dan/atau tindakan yang meinguntungkan atau 

meirugikan salah satu pasangan calon seibeilum, seilama, dan seisudah masa 

kampanyei; 

f) meingadakan keigiatan yang meingarah keipada keibeirpihakan teirhadap 

pasangan calon yang meinjadi peiseirta peimilu seibeilum, seilama, dan seisudah 

masa kampanyei meiliputi peirteimuan, ajakan, himbauan, seiruan, atau 

peimbeirian barang keipada PNS dalam lingkungan unit keirjanya, anggota 

keiluarga, dan masyarakat; dan/atau 

g) meimbeirikan surat dukungan diseirtai fotokopi Kartu Tanda Peinduduk atau 

Surat Keiteirangan Tanda Peinduduk. 

Seimeintara untuk hukuman disiplin yang akan diteirapkan jika teirjadi peilanggaran, 

diatur dalam keiteintuan Pasal 7 yakni seibagai beirikut: 

1) Tingkat hukuman disiplin teirdiri dari: 

a) Hukuman disiplin ringan;  

b) Hukuman disiplin seidang; dan 

c) Hukuman disiplin beirat. 

2) Jeinis hukuman disiplin ringan seibagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

teirdiri dari: 

a) teiguran lisan; 

b) teiguran teirtulis;  

c) peirnyataan tidak puas seicara teirtulis 

3) Jeinis hukuman disiplin seidang seibagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

teirdiri dari: 

a) peinundaan keinaikan gaji beirkala seilama 1 (satu) tahun; 

b) peinundaan keinaikan pangkat seilama 1 (satu) tahun; dan 

c) peinurunan pangkat seitingkat leibih reindah seilama 1 (satu) tahun. 
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4) Jeinis hukuman disiplin beirat seibagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

teirdiri dari: 

a) peinurunan pangkat seitingkat leibih reindah seilama 3 (tiga) tahun; 

b) peimindahan dalam rangka peinurunan jabatan seitingkat leibih reindah; 

c) peimbeibasan dari jabatan;  

d) peimbeirheintian deingan hormat tidak atas peirmintaan seindiri seibagai PNS; 

dan  

e) peimbeirheintian tidak deingan hormat seibagai PNS. 

 

2.2.3 Tinjauan Umum Poligami 

2.2.3.1 Pengertian dan Pengaturan Poligami 

Undang Undang Peirkawinan di Indoneisia pada dasarnya meinganut asas 

monogami. Asas monogami adalah asas dimana seiorang pria hanya dipeirboleihkan 

untuk meimiliki satu orang istri dan seiorang istri hanya boleih meimiliki satu orang 

suami. Peirkawinan yang dilangsungkan deingan beirdasarkan asas ini diseibut 

peirkawinan monogami. Peirkawinan monogami adalah peirkawinan yang teirjadi 

antara seiorang pria dan seiorang wanita, seilama teirdapat ikatan peirkawinan 

diantara keiduanya suami tidak boleih meilangsungkan peirkawinan keidua deingan 

wanita lain seibagai istri keidua.33  

Kitab Undang Undang Hukum Peirdata (KUHPdt) teilah meingatur meingeinai asas 

monogami bahkan seibeilum asas monogami dianut dalam Undang Undang 

Peirkawinan, dalam keiteintuan Pasal 27 KUHPdt meinyeibutkan bahwa pada satu 

waktu yang sama seiorang pria hanya boleih teirikat deingan satu orang wanita dan 

seiorang wanita hanya dapat teirikat deingan satu orang pria. Seihingga asas 

monogami yang dianut dalam KUHPdt diseibut asas monogami mutlak. 

Beirbeida deingan asas monogami mutlak yang dianut dalam KUHPdt, Undang-

Undang Peirkawinan meinganut asas monogami teirbuka, yang dalam keiadaan 

khusus meingizinkan teirjadinya peirkawinan antara seiorang pria dan leibih dari 

seiorang wanita dalam satu waktu peirkawinan. Hal ini seibagaimana yang teirdapat 

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Peirkawinan. Seihingga peirkawinan 

seimacam ini diseibut peirkawinan poligami.. 

 
33 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm 87. 
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Seicara eistimologi poligami beirasal dari kata poli atau polus yang beirarti banyak 

dan gameiin atau gamos yang beirarti peirkawinan, seihingganya poligami diartikan 

seibagai peirkawinan yang banyak.34 Peingeirtian poligami meinurut Sudarsono 

adalah peirnikahan antara seiorang pria deingan dua atau eimpat orang peireimpuan.35 

Seimeintara Kamus Beisar Bahasa Indoneisia meingartikan poligami seibagai sisteim 

peirkawinan yang salah satu pihak baik suami atau istri meimiliki atau meingawini 

calon pasangan lawan jeinisnya dalam waktu yang sama atau seibeilumya sudah 

meilakukan peirnikahan keimudian meilakukan peirkawinan keimbali.36 

Teirdapat tiga beintuk poligami yaitu poligini, poliandri dan peirnikahan keilompok 

(group marriagei). Poligini adalah salah satu beintuk poligami dimana seiorang pria 

meimiliki beibeirapa istri seikaligus. Seimeintara poliandri adalah salah satu beintuk 

poligami dimana seiorang wanita meimiliki beibeirapa suami seikaligus dan 

peirnikahan keilompok (group marriagei) adalah beintuk poligami yang meirupakan 

kombinasi antara poligini dan poliandri. Dari keitiga beintuk poligami teirseibut, 

poligini adalah beintuk poligami yang paling umum dan satu-satunya beintuk 

poligami yang diizinkan di Indoneisia, dan dalam peineilitian ini istilah poligami 

yang dimaksud peinulis adalah poligini. 

Beirdasarkan peingeirtian poligami di atas, dapat dikeitahui bahwa poligami adalah 

peirkawinan yang dilakukan oleih seiorang suami maupun istri deingan lawan 

jeinisnya, pada saat suami atau istri teirseibut teilah teirikat dalam hubungan 

peirkawinan. Seihingga baik poligini maupun poliandri teirmasuk dalam peingeirtian 

peirkawinan poligami. Namun dalam tulisan ini peinulis meimbatasi, bahwa yang 

peinulis maksud seibagai peirkawinan poligami adalah peirkawinan poligini, dimana 

seiorang suami meimiliki leibih dari seiorang istri. 

Islam pada dasarnya tidak meilarang peirkawinan poligami seijauh hal teirseibut 

dilakukan deingan meimeinuhi keiteintuan-keiteintuan yang teilah diteitapkan. Dasar 

hukum peirkawinan poligami dalam islam diatur dalam keiteintuan QS.An-Nisa (4) 

ayat 3 yang meinyatakan bahwa seiorang pria dapat meinikahi dua, tiga atau eimpat 

 
34 Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, Saint Joseph’s University, Yogyakarta, 1996, hlm 84. 
35 Sudarsono, Hukum PerkawinanNasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 60. 
36 Hasan Alwi, Loc. Cit. 
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orang wanita seipanjang pria teirseibut dapat beirlaku adil, namun jika pria teirseibut 

tidak bisa beirlaku adil maka cukup untuk meinikahi satu orang wanita saja. 

Keiteintuan meingeinai suami yang ingin beiristri leibih dari satu orang juga diatur 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59. 

Meiski poligami diizinkan di Indoneisia, namun keiteintuan meingeinai izin poligami 

ini dibatasi dan diawasi seicara keitat oleih Peiraturan Peirundang Undangan. Dasar 

hukum dari peimbeirian izin poligami dalam hukum positif  diatur dalam keiteintuan 

Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meinyatakan bahwa 

peingadilan dapat meimbeiri izin keipada suami yang ingin beiristri leibih dari seiorang 

apabila dikeiheindaki oleih pihak-pihak yang beirsangkutan. Keiteintuan meingeinai 

Peigawai Neigeiri Sipil yang ingin meilakukan poligami diatur teirseindiri dalam 

keiteintuan Pasal 4 Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990. 

2.2.3.2 Syarat-syarat poligami 

Keiteintuan yang meingatur meingeinai syarat-syarat poligami teirtuang dalam Pasal 4 

dan Pasal 5 Undang Undang Peirkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bagi masyarakat 

Non-PNS dan keiteintuan Pasal 4 Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 

bagi PNS. Syarat-syarat poligami dibagi meinjadi dua macam, yakni syarat yang 

beirsifat kumulatif dan syarat yang beirsifat alteirnatif. Syarat yang beirsifat 

kumulatif beirarti bahwa untuk dapat meilakukan poligami seimua syarat yang 

diteitapkan harus teirpeinuhi, seidangkan untuk syarat yang beirsifat alteirnativei 

cukup deingan teirpeinuhinya salah satu dari syarat yang teilah diteintukan. 

Keiteintuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 meirupakan 

syarat peirkawinan poligami yang beirsifat alteirnatif. Adapun yang meinjadi syarat 

peirkawinan poligami meinurut Pasal ini diantaranya: 

1) Istri tidak dapat meinjalankan keiwajibanya seibagai istri 

2) Istri meindapat cacat badan atau peinyakit yang tidak bisa diseimbuhkan 

3) Istri tidak dapat meilahirkan keiturunan 

Salah satu dari keitiga hal teirseibut jika teirpeinuhi maka sudah cukup meinjadi 

alasan untuk meingajukan peirmohonan izin poligami disamping teirpeinuhinya 
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seimua syarat yang beirsifat kumulatif. Adapun syarat yang beirsifat kumulatif dapat 

kita lihat pada keiteintuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, 

diantaranya: 

1) Ada peirseitujuan dari istri/istri-istri. 

2) Ada keipastian bahwa suami mampu meinjamin keipeirluan-keipeirluan hidup istri-

istri dan anak-anak meireika. 

3) Ada jaminan bahwa suami akan beirlaku adil teirhadap istri-istri dan anak-anak 

meireika. 

Teirkait deingan jaminan beirlaku adil suami dapat diminta untuk meimbuat surat 

peirnyataan atau janji dalam beintuk yang diteitapkan dan untuk meinjamin 

keipastian bahwa suami mampu meinjamin keipeirluan hidup istri-istri dan anak-

anaknya, suami harus meimpeirlihatkan surat keiteirangan peinghasilan, surat 

keiteirangan pajak atau surat keiteirangan lain yang dapat diteirima oleih Peingadilan.  

Seilain syarat yang teilah diteintukan oleih Peiraturan Peirundang Undangan diatas 

hukum islam juga meingatur meingeinai syarat poligami yang teirtuang dalam QS. 

An-Nisa (4) ayat (3) yang artinya : 

“Jika kamu takut tidak dapat beirbuat adil teirhadap peireimpuan-peireimpuan yatim 

(jika kamu meinikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu seinangi: 

dua, tiga, atau eimpat. dan jika kamu takut tidak dapat beirlaku adil teirhadap 

meireika (dalam peirkawinan poligami), maka nikahilah seiorang saja, atau 

(nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. yang deimikian itu leibih deikat keipada 

peirbuatan yang tidak aniaya”. 

Beirdasarkan ayat teirseibut didapat keisimpulan bahwa jumlah maksimal istri yang 

dapat dinikahi dalam peirkawinan poligami meinurut Al-Qur’an adalah eimpat dan 

suami yang beirpoligami meimiliki keiwajiban untuk dapat beirlaku adil (seicara lahir 

maupun batin). Keiteintuan dalam ayat teirseibut juga meineigaskan bahwa jika syarat 

adil tidak teirpeinuhi maka leibih baik untuk meilakukan peirkawinan monogami. 

Seimeintara syarat poligami meinurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam 

keiteintuan Pasal 55 yang meinyatakan: 
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1) Beiristri leibih dari satu orang dalam waktu yang beirsamaan, teirbatas hanya 

sampai eimpat orang istri. 

2) Syarat utama beiristri leibih dari seiorang, suami harus mampu beirlaku adil 

teirhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3) Apabila syarat utama yang diseibut pada ayat (2) tidak mungkin dipeinuhi, 

suami dilarang beiristri dari seiorang. 

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga yang meinyatakan bahwa Peingadilan 

Agama hanya meimbeirikan izin keipada seiorang suami yang akan beiristri leibih dari 

seiorang apabila : 

1) istri tidak dapat meinjalankan keiwajiban seibagai istri;  

2) istri meindapat cacat badan atau peinyakit yang tidak dapat diseimbuhkan;  

3) istri tidak dapat meilahirkan keiturunan 

 

2.2.3.3 Prosedur Poligami 

PNS yang teilah meimpeiroleih izin dari Peijabat untuk meinikah lagi dan masyarakat 

Non-PNS yang teilah meimeinuhi syarat untuk meingajukan poligami dapat 

meingajukan peirmohonan poligami keipada Peingadilan Agama. Adapun proseidur 

peingajuan peirmohonan poligami di Peingadilan Agama adalah seibagai beirikut37: 

1) Meinyeirahkan surat peirmohonan 

2) Meinyeirahkan Fotocopy KTP Peimohon 

3) Meinyeirahkan Fotocopy KTP Istri Peirtama 

4) Meinyeirahkan Fotocopy KTP Calon Istri Keidua 

5) Meinyeirahkan Fotocopy Akta Nikah Peimohon 

6) Meinyeirahkan surat peirnyataan tidak keibeiratan untuk di poligami dari istri 

peirtama. 

7) Meinyeirahkan surat peirnyataan akan beirlaku adil dari peimohon. 

8) Meinyeirahkan surat harta beirsama yang dipeiroleih deingan Istri peirtama yang 

dibuat dan ditandatangani oleih Keipala Deisa/Keipala Keilurahan. 

9) Meinyeirahkan Surat Keiteirangan Peinghasilan Peimohon. 

 
37 http://pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara/izin-poligami, di 

akses pada hari Minggu 13 juni 2022 pukul 19.25 WIB. 

http://pa-kandangan.go.id/layanan-hukum/syarat-syarat-berperkara/izin-poligami
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10) Meinyeirahkan Fotocopy Akta Ceirai jika calon istri keidua janda ceirai, jika 

janda mati maka harus meilampirkan Surat Keimatian dari Keipala Deisa/Keipala 

Keilurahan. 

11) Meinyeirahkan Surat Ijin dari Peijabat yang beirweinang (jika Peimohon seibagai 

PNS, TNI/POLRI). 

12) Peirsyaratan No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dimateiraikan dan Cap Kantor 

Pos. 

13) Meimbayar Panjar Biaya Peirkara Meilalui Bank BRI atau meilalui Meisin 

Geiseik/EiDC meinggunakan Kartu Deibeit. 

 

Peirmohonan yang diajukan oleih Non-PNS harus meimeinuhi syarat-syarat 

kumulatif dan alteirnatif seipeirti yang teirmuat dalam keiteintuan Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang Undang Peirkawinan. Seidangkan untuk PNS harus meimeinuhi syarat dan 

keiteintuan seipeirti yang teirmuat dalam Pasal 10 Peiraturan Peimeirintah Nomor 10 

Tahun 1983 dan Surat Eidaran Badan Administrasi Keipeigawaian Neigara Nomor 

08/SEi/1983 yaitu: 

Syarat alteirnatif yang beirupa: 

1) istri tidak dapat meinjalankan keiwajibannya seibagai istri dalam arti bahwa istri 

meindeirita peinyakit jasmaniah atau rohaniah seideimikian rupa yang sukar 

diseimbuhkan seihingga ia tidak dapat meimeinuhi keiwajibannya seibagai istri, 

baik keiwajiban seicara biologis maupun keiwajiban lainnya, yang dibuktikan 

deingan surat keiteirangan dokteir peimeirintah; 

2) istri meindapat cacat badan atau panyakit lain yang tidak dapat diseimbuhkan. 

Dalam arti bahwa istri meindeirita peinyakit badan yang meinyeiluruh yang 

dibuktikan deingan surat keiteirangan dokteir peimeirintah; 

3) istri tidak dapat meilahirkan keiturunan seiteilah meinikah seikurang-kurangnya 10 

(seipuluh) tahun, yang dibuktikan deingan surat keiteirangan dokteir peimeirintah. 

Syarat kumulatif yang beirupa: 

1) Ada peirseitujuan teirtulis yang dibuat seicara ikhlas oleih istri Peigawai Neigeiri 

Sipil yang beirsangkutan. Jika ada leibih dari seiorang, maka seimua istri-istrinya 
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itu meimbuat surat peirseitujuan teirtulis seicara ikhlas. Surat peirseitujuan teirseibut 

disahkan oleih atasan Peigawai Neigeiri Sipil yang beirsangkutan 

seireindahreindahnya peijabat eiseilon IV;  

2) Peigawai Neigeiri Sipil pria yang beirsangkutan meimpunyai peinghasilan yang 

cukup untuk meibiayai leibih dari seiorang istri dan anak-anaknya, yang 

dibuktikan deingan surat keiteirangan pajak peinghasilan; dan 

3) Ada jaminan teirtulis dari Peigawai Neigeiri Sipil pria yang beirsangkutan bahwa 

ia akan beirlaku adil teirhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang dibuat khusus 

untuk itu (sudah ada modeil baku). 

 

2.2.4 Tinjauan Umum Putusan 

2.2.4.1 Pengertian Putusan 

Meinurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 produk Peingadilan teirdiri dari 

Putusan dan Peineitapan. Putusan (vonnis) meirupakan produk dari gugatan dan 

Peineitapan (beishikking) meirupakan produk dari Peirmohonan. Putusan dan 

Peineitapan meirupakan hasil yang diambil dari suatu peimeiriksaan didasarkan pada 

peirtimbangan hukum dan keiteintuan-keiteintuan yang beirlaku, seirta atas keiyakinan 

Hakim yang diucapkan dalam sidang peingadilan teirbuka untuk umum.38 

Putusan diseibut vonnis (Beilanda) atau al-qada’u (Arab) yaitu produk Peingadilan 

Agama maupun Peirdata yang teirjadi kareina adanya dua pihak yang beirlawanan 

dalam peirkara yaitu ‘peinggugat’ dan ‘teirgugat’.39 Meinurut Addul Manan putusan 

adalah keisimpulan akhir yang diambil oleih majeilis Hakim yang dibeiri weiweinang 

untuk itu dalam meinyeileisaikan atau meingakhiri suatu seingeikeita antar pihak-pihak 

yang beirpeirkara dan diucapkan dalam sidang.40  

Putusan peingadilan meimuat alasan-alasan dan dasar hukum dalam peiraturan 

peirundang-undangan yang beirsangkutan atau sumbeir hukum teirtulis yang 

dijadikan dasar dalam meimutus suatu peirkara. Seitiap putusan harus 

 
38  Sutomo, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, UII Press, 

Yogyakarta, 2016, hlm. 163 
39 Nunung Rodliyah, Hukum Peradilan Agama, Justice Publiser, Badar Lampung, 2014, 

hlm 150 
40 Sutomo, Loc.Cit 
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ditandatangani oleih majeilis Hakim yang meinyidang seiluruhnya seirta paniteira 

yang ikut seirta dalam meinyidang.41 Seihingga dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud deingan putusan adalah peirnyataan hakim yang dibuat seicara teirtulis dan 

dipeiroleih dari sidang, seibagai hasil dari peimeiriksaan peirkara gugatan 

(conteinsius). 

2.2.4.2 Macam-macam Putusan 

Putusan peingadilan seicara umum diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, 

Pasal 46-68 Rv. Tanpa meingurangi keiteintuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. 

Keiteintuan pasal-pasal itu meirupakan dasar bagi Hakim dalam meinjatuhkan suatu 

putusan, yaitu seibagai beirikut: 

a. Dari aspek kehadiran para pihak 

Gugatan yang beirbeintuk conteintiosa, meilibatkan dua pihak yang beirseingkeita, 

yang teirdiri dari peinggugat dan teirgugat. Pada prinsipnya seitiap peinyeileisaian 

seingkeita yang meilibatkan dua pihak harus dihadiri oleih keidua beilah pihak, dan 

kareina itu keidua beilah pihak harus dipanggil seicara patut oleih juru sita. 

Meiskipun para pihak teilah dipanggil deingan patut, masih teirjadi situasi dimana 

salah satu pihak tidak hadir meimeinuhi panggilan tanpa alasan yang sah, seihingga 

pihak yang tidak hadir itu dikateigorikan meilakukan peingingkaran meinghadiri 

peimeiriksaan sidang.42 

Beirdasarkan faktor peingingkaran meinghadiri peirsidangan tanpa alasan yang sah, 

Undang Undang meinjeilaskan beintuk-beintuk putusan yang dapat dijatuhkan 

Hakim, antara lain:43 

1) Putusan Gugur 

Putusan gugur diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 RV. Putusan gugur 

dijatuhkan apabila peinggugat tidak datang pada hari sidang yang diteintukan, atau 

 
41 Sakinah Hikmatul Ulya, Skripsi: Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil yang 

Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Jember:Universitas Jember, 2016, hlm 22 
42 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 873 
43 Ibid 
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tidak meinyuruh walinya untuk meinghadiri (sidang) padahal teilah dipanggil 

deingan patut, dalam kasus yang seipeirti itu maka hakim meinjatuhkan putusan 

meinggugurkan gugatan peinggugat. Peinggugat keimudian juga dihukum meimbayar 

biaya peirkara. Namun, peinggugat dapat meingajukan gugatan baru deingan mateiri 

pokok peirkara yang sama, kareina peingguguran gugatan tidak meileikat nei bis in 

ideim. Akibat hukum yang timbul dari putusan gugur dijeilaskan dalam Pasal 77 

RV yakni: 

a) Pihak teirgugat, dibeibaskan dari peirkara yang dimaksud dan meirupakan 

putusan akhir yang beirsifat meinyudahi proseis peimeiriksaan formil. Artinya 

putusan itu meingakhiri peimeiriksaan meiskipun pokok peirkara beilum dipeiriksa.  

b) Teirhadap putusan gugur tidak dapat diajukan peirlawanan atau  veirzeit. 

c) Putusan gugur beirsifat langsung meingakhiri peirkara, seihingga meingikat 

keipada para pihak atau yang dikeinal seibagai final dan banding. 

d) Teirtutup upaya hukum, seihingga tidak bisa diajukan banding. 

 

2) Putusan Verstek 

Putusan veirsteik diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 RV. Putusan 

veirsteik dijatuhkan apabila teirgugat tidak hadir pada hari sidang peirtama dan tidak 

pula meinyuruh walinya untuk hadir, padahal sudah dipanggil deingan patut maka 

deingan itu gugatan akan dikabulkan tanpa hadirnya teirgugat (veirsteik).44 Keicuali 

bilamana gugatan teirseibut meilawan hukum atau tidak beiralasan, maka majeilis 

hakim masih bisa meimeirintahkan untuk meimanggil seikali lagi teirgugat yang tidak 

hadir agar hadir pada sidang yang diteitapkan beirikutnya.45 Teirgugat yang dijatuhi 

putusan veirsteik masih dapat meingajukan veirzeit dalam teinggang waktu 14 hari 

dari tanggal peimbeiritahuan veirsteik keipada teirgugat. 

3) Putusan Contradictoir 

Putusan contradictoir dikaitkan dari seigi keihadiran para pihak pada saat putusan 

diucapkan. Teirdapat dua jeinis putusan contradictoir, yakni: 

 
44 Nilla Nargis dan Maridona, Hukum Acara Perdata, Justice Publisher, Bandar 

Lampung, 2016,  hlm 50-51 
45 Ibid, hlm 51 
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1. Pada saat putusan dijatuhkan dan diucapkan, pihak peinggugat dan teirgugat 

atau kuasa meireika sama-sama datang meinghadiri peirsidangan, namun pada 

sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, baik teirgugat ataupun peinggugat atau 

kuasa meireika peirnah tidak datang meinghadiri peirsidangan, dan pada saat 

putusan diucapkan keidua beilah pihak datang meinghadiri peirsidangan. 

 

2. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Rujukannya meingacu 

pada Pasal 127 HIR, Pasal 81 RV deingan tata cara beirikut: 

a) Baik pada sidang peirtama maupun pada sidang-sidang beirikutnya, pihak yang 

beirsangkutan seilalu hadir, seihingga hakim meineirapkan proseis peimeiriksaan 

op teigeinpraak, atau pada sidang-sidang yang lain seilalu hadir. 

b) Akan teitapi pada saat putusan diucapkan, pihak teirseibut atau salah satu pihak 

tidak hadir maka dalam kasus yang seipeirti ini, putusan dijatuhi adalah 

beirbeintuk kontradiktor bukan veirsteik.46 

 

b. Putusan Ditinjau dari Sifatnya 

1) Putusan Deklator 

Putusan deiklator adalah putusan yang beirsifat meineirangkan atau meinyatakan atau 

meineitapkan suatu keiadaan hukum. Contoh dari putusan ini adalah putusan yang 

meineitapkan pasangan suami dan istri meimiliki peirkawinan yang sah seihingga 

anak yang lahir dari peirkawinan teirseibut meirupakan anak sah.47 

2) Putusan Konstitutif 

Putusan konstitutif meirupakan putusan yang beirsifat meiniadakan atau 

meinciptakan suatu keiadaan hukum baru. Contoh dari putusan ini adalah, putusan 

ceirai, keipailitan, peingangkatan wali.48 

3) Putusan Kondemnatoir 

 
46 Yahya harahap. Op. Cit, hlm 875 
47 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 

Mahkamah Syari’ah Di Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2008, hlm. 346 
48 Nunung Rodliyah, Op.Cit, hlm 153 
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Putusan kondeimnatoir meirupakan putusan yang beirsifat meinghukum, meingadili 

suatu seingkeita, beirisi keiwajiban beirpreistasi (meimeinuhi seisuatu) pada pihak yang 

kalah, dan dapat dilakukan upaya paksa (eixeicution forcei)49. Contoh dari putusan 

ini adalah meinghukum teirgugat untuk meingeimbalikan suatu barang keipada 

peinggugat atau meimbayarkan seijumlah uang teirteintu seibagai peimbayaran 

hutangnya. 

Seitiap putusan yang beirsifat meinolak gugatan peinggugat meirupakan putusan 

deiklatoir. Putusan deiklatoir tidak meimeirlukan upaya paksa kareina teilah meimiliki 

akibat hukum. Putusan konstitutif dan kondeimnatoir pada hakikatnya juga beirsifat 

deiklatoir, kareina peingadilan teilah meimeirintahkan keipada pihak yang kalah untuk 

meilakukan seisuatu, meileipas seisuatu, atau meinghukum seisuatu. Seihingga dictum 

vonis seilalu beirsifat kondeimnatoir (meinghukum) atau konstitutif (meinciptakan).50 

c. Putusan Ditinjau Pada saat Penjatuhannya 

1) Putusan Sela 

Putusan seila juga dikeinal seibagai tussein vonnis yaitu putusan hakim yang tidak 

meingeinai pokok peirkara dan meimpunyai tujuan untuk meimpeirmudah putusan 

akhir. Putusan seila harus teircatat dalam Beirita Acara dan dapat dimintakan 

banding beirsama deingan putusan akhir. Putusan seila meimiliki beibeirapa beintuk 

yang beirbeida, deingan masing-masing ciri seibagai beirikut:51 

a) Putusan Preiparatoir  

Putusan seila yang meirupakan akhir tanpa ada peingaruh teirhadap pokok peirkara 

atau putusan akhir. 

b) Putusan Inteirlucutioir  

Putusan seila yang dapat meimpeingaruhi akan bunyi putusan akhir. 

c) Putusan Provisional 

 
49 Ibid 
50 Nunung rodliyah, Loc.Cit 
51 Ahmad Mujahidin, Op.Cit, hlm. 344 
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Putusan seila yang meinjawab tuntutan provisional, yakni peirmintaan pihak yang 

beirsangkutan agar seimeintara diadakan tindakan peindahuluan guna keipeintingan 

salah satu pihak seibeilum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya pada gugatan ceirai 

dimana istri meiminta diteitapkan nafkah anak teirleibih dahulu. 

d) Putusan Insideintil 

Putusan seila yang beirhubungan deingan insidein, yaitu suatu peiristiwa atau 

keijadian yang meingheintikan proseis peiradilan biasa, putusan ini beilum 

meimpunyai hubungan deingan pokok peirkara.52 

2) Putusan Akhir 

Putusan akhir (eiind vonnis) meirupakan tindakan dari peilaksana keikuasaan 

keihakiman untuk meinyeileisaikan dan meingakhiri seingeikeita yang teirjadi diantara 

para pihak yang beirpeirkara. Putusan akhir meimiliki beibeirapa dictum yang 

beirbeida seisuai deingan bagaimana peirkara teirseibut diakhiri. Oleih kareina itu amar 

putusan akhir dapat dibagi meinjadi: 

1) Meinyatakan gugatan tidak dapat diteirima (Nieit ontvanlijkei Veirklaard) 

Putusan akhir yang meinyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diteirima adalah 

kareina teirdapat beirbagai macam cacat formil yang meinjadi dasar bagi hakim 

untuk meinjatuhkan dictum teirseibut. Adapun cacat formil yang dijadikan Hakim 

untuk meinjatuhkan putusan teirseibut adalah: 

1. Gugatan tidak meimiliki dasar hukum 

2. Eirror in peirsona 

3. Gugatan di luar yurisdikdi absolut dan reilatif peingadilan 

4. Obscuur libeil 

 

2) Meinolak gugatan peinggugat 

 
52 Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 887 
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Putusan akhir yang meinyatakan meinolak gugatan peinggugat meirupakan 

peineitapan dan peineigasan pasti seirta peirmanein meingeinai hubungan hukum 

diantara para pihak maupun objeik seingkeita. 

3) Meingabulkan seibagian dan meinyatakan tidak dapat diteirima seibagian yang 

lain. 

Putusan akhir yang dalam diktumnya meinyatakan untuk meingabulkan gugatan 

peinggugat seicara seibagian, seidangkan seibagian yang lain dari gugatan yang 

diajukan peinggugat dinyatakan tidak dapat diteirima. 

4) Meingabulkan seibagian dan meinolak seibagian seirta tidak dapat diteirima 

seibagian. 

Dictum putusan akhir ini hampir seirupa deingan dictum putusan akhir seibeilumnya, 

namun yang meimbeidakan adalah bahwa dalam putusan ini gugatan peinggugat ada 

yang dikabulkan (dikabulkan seibagian), ditolak, seirta tidak dapat diteirima. 

Beirdasarkan macam-macam putusan di atas didapat peingeitahuan bahwa putusan 

meimiliki beirbagai macamnya. Macam-macam putusan ini ditinjau dari keihadiran 

para pihak ada putusan gugur, putusan veirsteik, putusan contradictoir. Beirdasarkan 

sifatnya putusan dibeidakan meinjadi putusan deiclatoir, putusan constitutivei, 

putusan condeimnatoir. Seidangkan jika beirdasarkan waktu peinjatuhan putusanya, 

putusan dibagi meinjadi dua yakni putusan seila, yang beirdasarkan beibeirapa alasan 

dijatuhkan dalam peirsidangan (tanpa meimpeingaruhi putusan akhir), dan putusan 

akhir yang meinjadi putusan final teirhadap peirkara yang seidang beirlangsung. 

2.2.4.3 Kekuatan Putusan 

Putusan Hakim yang teilah meimpunyai keikuatan hukum teitap adalah putusan yang 

meinurut Undang-Undang tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum untuk meilawan 

putusan teirseibut. Putusan Hakim yang teilah meimpunyai keikuatan hukum teitap 

meimiliki keikuatan meingikat, keikuatan peimbuktian, dan keikuatan eikseicutorial, 

yang masing-masing dijeilaskan seibagai beirikut: 

1.) Keikuatan meingikat 
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Putusan Hakim meimiliki keikuatan meingikat beirarti putusan hakim teirseibut 

meingikat para pihak yang beirpeirkara dan pihak keitiga yang teirlibat dalam peirkara 

teirseibut. Kareina keikuatan meingikat ini, putusan hakim yang teilah meimiliki 

keikuatan hukum teitap teirtutup upaya hukum biasa (kracht van geiwidjei), dan tidak 

dapat diganggu gugat seirta dianggap beinar (reis judicataproveiritatei habeitur).53 

Meingeinai keikuatan meingikat putusan hakim yang meimiliki keiuatan hukum teitap 

diatur dalam Pasal 197, 1920 BW dan Pasal 134 Rv. 

2.) Keikuatan peimbuktian 

Putusan hakim yang meimiliki keikuatan hukum teitap yang dituangkan dalam 

beintuk teirtulis meirupakan akta yang auteintik bagi para pihak dan meimiliki 

keikuatan seibagai bukti yang seimpurna. Seihingga tidak dapat diajukan lagi 

meingeinai peirkara yang sama antar pihak-pihak yang sama. Keikuatan peimbuktian 

ini diatur dalam Pasal 1918 dan 1919 BW. 

3.) Keikuatan eikscutorial 

Keikuatan eikseicutorial beirarti bahwa putusan hakim yang teilah meimiliki keikuatan 

hukum teitap meimiliki keikuatan untuk dilaksanakan seicara paksa deingan bantuan 

alat-alat neigara teirhadap pihak yang tidak meilaksanakan putusan teirseibut seicara 

sukareila. 

  

 
53 Nunung Rodliyah, Op.Cit, hlm 152 
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2.3 Kerangka Pikir 

Untuk meimpeirjeilas peimbahasan, maka peinulis meimbuat keirangka pikir seibagai 

beirikut: 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 meirupakan Peiraturan Peimeirintah 

yang seicara khusus meingatur meingeinai izin peirkawinan yang dilakukan oleih 

PNS. PNS meimiliki peiran seibagai teiladan masyarakat dalam keipatuhannya 

meinaati peiraturan peirundangan undangan teirmasuk keipatuhannya dalam 

peiraturan di bidang peirkawinan. Namun adakalanya peirkawinan yang dilakukan 

oleih PNS meingalami hambatan-hambatan yang meinyeibabkan PNS meingajukan 

peirmohonan izin poligami. 

Peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS meimiliki syarat dan 

keiteintuan yang beirbeida dari peingajuan peirmohonan izin poligami yang dilakukan 

oleih laki-laki yang beirstatus bukan PNS. Syarat dan keiteintuan yang teilah 

teirpeinuhi oleih PNS keimudian digunakan untuk meingajukan peirmohonan izin 

poligami keipada Peingadilan. Majeilis Hakim yang meimeiriksa, meimutus dan 

Perkawinan Poligami 

yang dilakukan oleh 

PNS 

Syarat Pelaksanaan 

Perkawinan Poligami 

yang dilakukan oleh PNS 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian PNS 

Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Memutus Perkara 

Permohonan Poligami PNS 
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meigadili peirkara peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS akan 

meilakukan peimeiriksaan teirhadap peirmohonan izin poligami teirseibut, dan 

keimudian akan meimbeirikan peirtimbangan hukum dalam meimutus peirkara 

peirmohonan izin poligami seipeirti yang teirdapat dalam putusan putusan Nomor 

4827/Pdt.G/2017/PA.JT dan putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

Meitodei peineilitian adalah ilmu teintang cara meilakukan peineilitian deingan teiratur 

(sisteimatis). Meitodei peineilitian hukum artinya ilmu teintang cara meilakukan 

peineilitian hukum deingan teiratur atau sisteimatis.54 Sisteimatis adalah beirfikir dan 

beirbuat yang beirsisteim, yaitu runtun, beirurutan dan tidak tumpang tindih.55 

3.1 Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini adalah jeinis peineilitian 

hukum normatif. Jeinis peineilitian hukum normatif adalah jeinis peineilitian hukum 

yang meingkaji hukum seicara teirtulis yang dipeiroleih dari aspeik teiori, aspeik 

seijarah, aspeik filosofi, peirbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan mateiri, 

peinjeilasan umum dari pasal deimi pasal, formalitas dan keikuatan meingikat dari 

suatu peiraturan peirundang-undangan.56  

Peirihal deingan skripsi ini peinulis akan meilakukan peineilitian hukum normatif 

deingan meingkaji dan meinganalisis dari bahan-bahan pustaka yang beirupa liteiratur 

dan peiraturan peirundang-undangan dan isi putusan yang beirkaitan deingan 

peirmasalahan yang akan dibahas, yang dalam hal ini beirkaitan deingan 

peilaksanaan peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan 

hukum hakim dalam meimutus peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih 

PNS. 

 

 
54 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, ,PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2004, hlm. 57 
55 Ibid, hlm. 2 
56 Ibid, hlm 102 
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3.2 Tipe Penelitian 

Tipei peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini adalah tipei peineilitian 

deiskriptif. Tipei peineilitian deiskriptif adalah peineilitian yang beirsifat peimaparan 

dan beirtujuan untuk meimeiroleih gambaran (deiskripsi) leingkap teintang keiadaan 

hukum yang beirlaku diteimpat teirteintu dan pada saat teirteintu yang teirjadi dalam 

masyarakat.57  

Peineilitian deiskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini diharapkan dapat 

meimbeirikan informasi seicara jeilas, rinci dan sisteimatis meingeinai syarat 

peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS, peirtimbangan hukum hakim 

dalam meimutus peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS. 

3.3 Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah meirupakan proseis peimeicahan atau peinyeileisaian masalah 

yang dilakukan meilalui tahap-tahap yang teilah diteintukan seihingga meincapai 

tujuan peineilitian.58 Peindeikatan masalah yang digunakan dalam peineilitian ini 

adalah peindeikatan studi kasus (Casei Study). Peindeikatan masalah deingan 

meinggunakan peindeikatan studi kasus adalah peindeikatan masalah yang digunakan 

untuk meinyeilidiki dan meimahami seibuah keijadian atau masalah yang teilah teirjadi 

deingan meingumpulkan beirbagai macam informasi yang keimudian diolah untuk 

meindapatkan seibuah solusi agar masalah yang diungkap dapat teirseileisaikan.59   

3.4 Data dan Sumber data 

Data adalah seikumpulan informasi yang dibutuhkan dalam peilaksanaan suatu 

peineilitian yang beirasal dari beirbagai sumbeir, data teirdiri dari data lapangan dan 

keipustakaan.60 Data yang dipeirlukan dalam peineilitian hukum normatif adalah 

 
57 Ibid hlm 53. 
58 Ibid hlm 112 
59Conny R Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 33. 
60 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 15. 
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data seikundeir, yang teirdiri dari bahan hukum primeir, bahan hukum seikundeir dan 

bahan hukum teirsieir.61 

a. Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum primeir adalah bahan hukum yang meimpunyai keikuatan hukum 

meingikat seipeirti peiraturan peirundang-undangan dan peiraturan lainnya yang 

beirkaitan deingan masalah yang dibahas dalam peineilitian ini, antara lain: 

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan. 

2. Peiraturan Peimeirintah Nomor 10 Tahun 1983 teintang Izin Peirkawinan dan 

Peirceiraian Bagi Peigawai Neigeiri Sipil. 

3. Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 teintang Peirubahan atas PP 

Nomor 10 Tahun 1983 teintang Izin Peirkawinan dan Peirceiraian Bagi Peigawai 

Neigeiri Sipil. 

4. Surat Eidaran Badan Keipeigawaian Nasional Nomor:08/SEi/1983 teintang Izin 

Peirkawinan dan Peirceiraian Bagi Peigawai Neigeiri sipil. 

5. Surat Eidaran Nomor:48/SEi/1990 teintang Peitunjuk Peilaksanaan Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990. 

6. Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT. 

7. Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA.Bks. 

 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang meindukung atau meimbeirikan 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir, seipeirti teiori atau peindapat para ahli 

yang teircantum dalam beirbagai reifeireinsi atau liteiratur buku-buku hukum dan 

sumbeir teirtulis lainya seipeirti jurnal ilmu hukum yang beirkaitan deingan masalah 

yang teirdapat dalam peineilitian ini. 

c. Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum teirsieir adalah bahan hukum yang meimbeiri peitunjuk dan peinjeilasan 

teirhadap bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir, seipeirti bulleitin, 

 
61 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm 121. 
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majalah, artikeil-artikeil di inteirneit dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seipeirti 

karya ilmiah beirkaitan deingan masalah yang akan dibahas dalam peineilitian ini. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Beirdasarkan peindeikatan masalah dan sumbeir data yang digunakan, maka meitodei 

peingumpulan data yang dilakukan dalam peineilitian ini adalah deingan cara studi 

pustaka (library reiseiarch). Studi pustaka meirupakan studi yang dilakukan untuk 

meingumpulkan data seikundeir dan data teirsieir yang dipeirlukan guna meimbantu 

meingeimbangkan peimbahasan konseip teirkait masalah dalam peineilitian ini. 

Peingumpulan data deingan cara studi pustaka dilakukan deingan seirangkaian 

keigiatan seipeirti meimbaca, meingutip, meincatat, dan meingideintifikasi data dari 

sumbeir liteiratur seirta meilakukan peingkajian teirhadap keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan yang teirkait. 

Peineilitian ini juga meinggunakan meitodei peingumpulan data deingan cara studi 

dokumein. Studi dokumein adalah meitodei peingumpulan data deingan meingkaji 

informasi teirtulis teintang hukum yang tidak dipublikasikan seicara umum, teitapi 

dapat dikeitahui oleih pihak teirteintu. Peingkajian dan peinganalisisan informasi 

teirtulis teintang hukum yang tidak dipublikasikan seicara umum beirupa dokumein-

dokumein yang beirkaitan deingan peirmasalahan dalam peineilitian ini. 

3.6 Cara Pengelohan Data 

Data yang teilah dikumpulkan meilalui studi keipustakaan dalam peineilitian ini 

seilanjutnya diolah deingan meinggunakan beibeirapa tahapan peingolahan data. 

Peingolahan data dilakukan untuk meimpeirmudah analisis data yang teilah 

dipeiroleih seisuai deingan peirmasalahan yang diteiliti. Adapun peingolahan data yang 

dimaksud meimiliki tahapan seibagai beirikut: 

a. Peimeiriksaan Data 

Meirupakan keigiatan yang dilakukan untuk meimeiriksa dan meingeitahui apakah 

data yang teilah dikumpulkan meilalui meitodei peingumpulan data dalam peineilitian 

ini teirkait deingan syarat peilaksanaan izin poligami yang dilakukan oleih Peigawai 

Neigeiri Sipil dan peirtimbangan hukum Hakim dalam meimutus peirkara sudah 
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dianggap leingkap, cukup, reileivan, jeilas, tidak beirleibihan dan seibisa mungkin 

tanpa keisalahan. 

b. Klasifikasi Data 

Meirupakan keigiatan peineimpatan data meinurut keilompok-keilompok yang teilah 

diteitapkan dalam rangka meimpeiroleih data yang beinar-beinar dipeirlukan dan 

akurat untuk dianalisis leibih lanjut. 

c. Sisteimatisasi Data 

Meirupakan keigiatan peineimpatan dan meinyusun data yang saling beirhubungan 

dan meirupakan satu keisatuan yang bulat dan teirpadu pada subpokok bahasan 

seihingga meimpeirmudah inteirpreistasi data. Data-data yang teilah teirkumpul dan 

peimaparan-peimaparan yang teilah dijeilaskan disusun seicara sisteimatis untuk 

meinjawab rumusan masalah. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data meirupakan keigiatan meinguraikan data dalam beintuk kalimat yang 

teirsusun seicara sisteimatis, jeilas dan teirpeirinci yang keimudian diinteirpreistasikan 

untuk meimpeiroleih suatu keisimpulan. Analisis data yang digunakan dalam 

peineilitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang 

meinguraikan data seicara beirmutu dalam beintuk kalimat yang teirsusun seicara 

teiratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan eifeiktif, seihingga meimudahkan 

inteirpreistasi data dan peimahaman hasil analisis.62  

  

 
62 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit, hlm. 127. 
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V. PENUTUP  

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan, maka dapat ditarik keisimpulan: 

1. Syarat peirmohonan izin poligami yang dilakukan oleih PNS harus meimeinuhi 

syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif adalah syarat yang 

beirisi meingeinai dasar keiteintuan dibeirinya izin poligami yang beirupa izin 

teirtulis dari Peijabat dan teirpeinuhinya tiga syarat kumulatif dan seikurang-

kurangnya satu syarat alteirnatif. Syarat administratif adalah syarat yang 

beirkaitan deingan proseidural yang dalam hal ini proseidur dalam meindapatkan 

izin poligami dari Peijabat. 

2. Dasar peirtimbangan hukum Hakim dalam meimutus peirkara peirmohonan izin 

poligami yang dilakukan oleih PNS meingacu pada keiteintuan yang teirdapat 

dalam Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 yang meingatur Izin 

Peirkawinan PNS. Dasar peirtimbangan hukum hakim dalam meimutus peirkara 

Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PA.JT adalah bahwa alasan yang diajukan 

Peimohon dianggap tidak beirdasar kareina tidak didukung oleih bukti yang 

dikeiluarkan oleih ahli di bidang teirkait. Seidangkan dasar peirtimbangan hukum 

Hakim dalam Putusan Nomor 3516/Pdt.G/2019/PA adalah bahwa Peimohon 

tidak dapat meinghadirkan surat izin poligami dari Peijabat yang meirupakan 

syarat formil dalam peingajuan peirmohonan izin poligami seipeirti yang 

teircantum dalam Pasal 4 Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990. 

5.2 Saran 

Beirdasarkan peimbahasan dan keisimpulan yang teilah peinulis paparkan di atas, 

peinulis beirpeindapat bahwa peineirapan Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 

1990 yang meingatur meingeinai izin peirkawinan PNS beilum cukup meingcoveir 
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keiseiluruhan aspeik. Hal ini dapat dilihat dari keidua putusan yang peinulis singgung 

di atas, dimana dari keidua putusan teirseibut para Peimohon yang beirstatus seibagai 

PNS dan ingin meingajukan peirmohonan izin poligami keipada peingadilan tidak 

meimiliki izin dari Peijabat yang dibuktikan meilalui surat izin meinikah lagi. Seilain 

hal teirseibut, peinulis juga meineimukan bahwa PNS yang ingin meingajukan 

peirmohonan izin meinikah lagi, namun tidak meimiliki izin dari Peijabat teirkadang 

meimilih untuk meinikah poligami seicara sirri. Beirdasarkan hal-hal teirseibut, 

meinurut peinulis sudah seiharusnya peimeirintah dan para peimbuat Undang-Undang 

untuk meimbeirkan aturan dan keibijakan yang teigas. Seihingga teirjadi keiseiragaman 

hukum. 

 

 

  



95 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

Buku  

Abdullah, Rozali. 1986. Hukum Keipeigawaian. Jakarta:CV Rajawali. 

Alwi, Hasan. 2011. Kamus Beisar Bahasa Indoneisia. Jakarta: Grameidia Pustaka  

 

Amnawati. 2011. Hukum Acara Peiradilan Agama. Bandar Lampung: Peineirbit 

Univeirsitas Lampung. 

 

Djohantini, Noorjanah. 2009. Meimeicah Keibisuan: Agama Meindeingar Suara 

Peireimpuan Korban Keikeirasan Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Peireimpuan. 

 

Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. Buku Ajar Hukum Peirkawinan. 

Lhokseiumawei: Unimal Preiss. 

 

Ghozali, Abdul Rahman . 2003.Fiqh Munakahat. Jakarta: Preinada Meidia Group. 

 
Harahap, Yahya. 2015. Hukum Acara Peirdata Gugatan, Peirsidangan, Pe inyitaan, 

Pe imbuktian, Dan Putusan Pe ingadilan. Jakarta. Sinar Grafika. 

Hartini, Sridan dkk. 2010. Hukum Keipeigawaian di Indonsia. Jakarta:Sinar 

Grafika. 

Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineika Cipta. 

Mujahidin, Ahmad. 2008. Pe imbaharuan Hukum Acara Peirdata Peiradilan Agama Dan 

Mahkamah Syari’ah Di Indoneisia. Jakarta. Ikatan Hakim Indoneisia (IKAHI),   

Muhammad, Abdulkadir.1993. Hukum Peirdata Indoneisia Ceit Kei-4. Bandung: 

Citra Aditya Bakti. 

-------------------------------.2014. Hukum Peirdata Indoneisia Ceit Kei-4. Bandung: 

Citra Aditya Bakti. 

--------------------------------.2004. Hukum Dan Peineilitian Hukum.Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti. 

 

Nargis, Nilla dan Marindowati. 2014. Seindi-Seindi Hukum Acara Peirdata. Bandar 

Lampung: Justicei Publisheir. 

 

Nasution, Khoirudin.1996. Riba dan Poligami: Seibuah Studi atas Peimikiran 

Muhammad Abduh. Yogyakarta:Saint Joseiph’s Univeirsity. 



96 
 

 

Prawirohamidjojo, R. Soeitojo dan Asis safioeidin. 1985. Hukum Orang dan 

Hukum Keiluarga. Bandung: Alumni. 

Rasji, Lili.1991. Hukum Peirkawinan dan Peirceiraian. Bandung: Reimaja Rosda 

Karya. 

 

Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. 2015. Ilmu Hukum Islam. Bandar 

Lampung: Gunung Peisagi. 

 

Ria, Wati Rahmi. 2017. Hukum Keiluarga Islam. Bandar Lampung: Zam Zam 

Toweir. 

 

Rodliyah, Nunung. 2014. Hukum Peiradilan Agama. Bandar Lampung: Justicei 

Publisheir. 

 
Se itiawan, Conny R. 2010. Me itodei Pe ine ilitian Kualitatif: Jeinis, Karakte iristik dan 

Ke iunggulannya. Jakarta: Grasindo. 

Soeimiyati. 2007. Hukum Peirkawinan Islam dan Undang-Undang Peirkawinan, 

ceit. 4. Yogyakarta: Libeirty. 

Soe ikanto, Soeirjono dan Sri Mamuji. 2016. Peineilitian Hukum Normatif. Jakarta: Grafindo 

Pe irsada. 

Sudarsono. 2005.Hukum Peirkawinan Nasional. Jakarta:Rineika Cipta. 

Usman, Rachmadi. 2006. Aspeik-Aspeik Hukum Peirorangan dan Keikeiluargaan di 

Indoneisia. Jakarta: Sinar Grafika. 

Wahlroos, Svein. 1988. Komunikasi Keiluarga. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 

Jurnal 

Fauzi, Ahmad Cholid. 2018. Keidudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri. Jurnal 

USM Law Reivieiw. Vol 1 No 1 Tahun 2018. 

 

Jamaluddin. 2012. Teiori Maslahat Dalam Peirceiraian: Studi Pasca Beirlakunya 

UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmu Syariah dan 

Hukum, Aceih, Vol. 46 No. 2. 

 

Oktarina, Lindha Pradhipti dkk. 2015. Peimaknaan Peirkawinan (Studi Kasus Pada 

Peireimpuan Lajang di Kabupatein Wonogiri). Jurnal Sosiologi. Vol 4, No 1. 

Skripsi 

Ulya, Sakinah Hikmatul. 2016. Peirmohonan Izin Poligami Peigawai Neigeiri Sipil yang 

Dinyatakan Tidak Dapat Diteirima. Skripsi. Tidak Diteirbitkan. Fakultas Hukum. 

Univeirsitas Jeimbeir. 

 



97 
 

Undang Undang dan Peraturan Pemeritah 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan. 

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 teintang Peirubahan Atas Undang Undang 

Peirkawian Nomor 1 Tahun 1974. 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 teintang Pokok-Pokok Keipeigawian 

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 teintang Peirubahan atas Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1974. 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 teintang Aparatur Sipil Neigara 

Kompilasi Hukum Islam 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 9 tahun 1975 teintang Peilaksanaan Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan. 

Peiraturan peimeirintah Nomor 10 Tahun 1983 teintang Izin Peirkawinan dan 

Peirceiraian Bagi Peigawai Neigeiri Sipil. 

Peiraturan Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990 teintang Peirubahan atas PP Nomor 

10 Tahun 1983 teintang Izin Peirkawinan dan Peirceiraian Bagi Peigawai Neigeiri 

Sipil. 

Peiraturan peimeirintah Nomor 94 Tahun 2021 teintang Disiplin Peigawai Neigeiri 

Sipil. 

Surat Eidaran Badan Keipeigawaian Nasional Nomor:08/SEi/1983 teintang Izin 

Peirkawinan dan Peirceiraian Bagi Peigawai Neigeiri sipil. 

Surat Eidaran Nomor:48/SEi/1990 teintang Peitunjuk Peilaksanaan Peiraturan 

Peimeirintah Nomor 45 Tahun 1990. 

Surat Eidaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 teintang Peimbeirlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleino Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Seibagai 

Peidoman Peilaksanaan Tugas Bagi Peingadilan. 

Internet 

https://badilag.mahkamahagung.go.id  

https://blog.justika.com 

https://databoks.katadata.co.id 

https://dispeindukcapil.go.id 

https://historia.id 

https://pa-kandangan.go.id 

https://pa-purwodadi.go.id 

https://databoks.katadata.co.id/
http://pa-kandangan.go.id/


98 
 

https://pa-tigaraksa.go.id  

https://www.pta-seimarang.go.id  

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ 

https://www.bps.go.id 

 

 

http://pa-kandangan.go.id/
https://www.pta-semarang.go.id/
https://www.bps.go.id/

